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ABSTRAK 

DHEVA DWI SEPTIANI, NIM 2130203014 Judul Skripsi: 

“Problematika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN. JKT Oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif 

Hukum Tata Negara Dan Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata 

Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus 

Batusangkar 2024. 

Penelitian ini mengkaji problematika pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Siyasah 

Dusturiyah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan keengganan KPU yang 

tidak melaksanakan Putusan PTUN dan mengetahui mengenai sanksi bagi KPU 

yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. 

Jenis penelitian yang digunakan adalan kajian pustaka dengan pendekatan 

yuridis normatif, menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari 

bahan kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa UU No. 5 tahun 1986 

tentang PeradilanTata Usaha Negara,UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, UU No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, bahan hukum 

sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti literatur seperti 

jurnal ilmiah bereputasi/terindeksinta, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan 

yang penulis teliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

isi melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk mengkaji 

problematika pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

oleh KPU. Teknik keabsahan data penelitian dijamin melalui triangulasi sumber 

dan teori guna meningkatkan kredibilitas serta pemahaman terhadap problematika 

pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan KPU dalam 

melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

menunjukkan bahwa keengganan KPU terbagi ke dalam tiga aspek utama: 

administratif, politis, dan normatif-yuridis. Dari aspek administratif, KPU tidak 

mengeluarkan produk hukum yang merealisasikan amar putusan; dari aspek 

politis, KPU lebih mengedepankan stabilitas tahapan pemilu dibanding kepatuhan 

hukum; sedangkan dari aspek normatif-yuridis, pengabaian terhadap putusan final 

dan mengikat mencerminkan krisis kepatuhan hukum serta mencederai hak 

konstitusional Irman Gusman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan KPU 

dapat dikenai sanksi administratif, etik, dan yuridis, serta evaluasi oleh 

Ombudsman karena mengandung unsur maladministrasi. Secara moral dan 

politik, ketidakpatuhan ini mencederai prinsip negara hukum dan supremasi 

hukum, serta mengancam legitimasi demokrasi elektoral. 

 

Kata Kunci: KPU, Putusan PTUN, Keengganan KPU, Sanksi Administratif, 

Siyasah Dusturiyah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga dijelaskan bahwa: ―Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum‖ (Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945). Sehubungan 

dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu 

asas negara hukum adalah terselenggaranya lembaga peradilan yang 

independen agar bebas dari campur tangan diluar hukum dalam 

penyelenggaraan peradilan. Artinya kewenangan tersebut terjamin untuk 

dilaksanakan oleh lembaga peradilan untuk memelihara ketertiban, 

keadilan, kebenaran dan kepastian hukum (Subiyanto, 2012). 

Keterjaminan independensi peradilan ini menuntut adanya kekuasaan 

kehakiman yang benar-benar merdeka, sebab tanpa kemandirian peradilan, 

prinsip negara hukum hanya akan berhenti pada tataran formal. Oleh 

karena itu, kemerdekaan peradilan menjadi syarat mutlak agar peradilan 

dapat menjalankan fungsinya secara adil, objektif, dan bebas dari campur 

tangan pihak manapun. 

Lembaga peradilan dalam konteks tersebut berfungsi memberikan 

pengayoman kepada masyarakat melalui kekuasaan kehakiman yang 

merdeka. Kemerdekaan di sini mengandung pengertian bahwa kekuasaan 

kehakiman harus bebas dari paksaan, tekanan, maupun rekomendasi dari 

pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diizinkan 

oleh Undang-Undang (Roni Sulistyanto Luhukay, 2019). 

Tindakan pemerintah dalam negara hukum sudah sepatutnya harus 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Peninjauan kembali terhadap 

tindakan pemerintah diperlukan untuk melindungi kepentingan rakyat. 

Kita tidak bisa begitu saja mengorbankan kepentingan rakyat ketika ada 

tindakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. 

Dengan kewenangan yang besar dan luas berpotensi menimbulkan 
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penyelewangan seperti “abuse of power” dan “excessive power” sehingga 

dalam hal ini dibutuhkan pengawasan yang serius (Adolph, 2016a). 

Penyalahgunaan kekuasaan dan tuntutan masyarakat yang merasa hak-

haknya dilanggar oleh pemerintah negara menjadi dasar dibentuknya 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jenis peradilan ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya maladministrasi. Berdasarkan Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undnag-Undang Nomor 9 tahun 2009 jo 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara yang menyatakan bahwa wewenang dari PTUN ialah untuk 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, 1986). Pasal 

tersebut sekaligus menjadi legalitas pembentukan PTUN. Pembentukan 

PTUN bertujuan sebagai pengendali yuridis baik secara preventif maupun 

secara represif terhadap tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha 

negara. Di sisi lain, PTUN dibentuk agar dapat menjadi payung hukum 

yang badan/pejabat tata usaha negara jika telah melakukan tindakan yang 

benar sesuai dengan regulasi yang berlaku (Pondaag, 2024). 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata 

Usaha Negara. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang 

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik 

di pusat maupun di daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

51 Tahun 209 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara). 

Tujuan dibentuknya PTUN atau Peradilan Administrasi Negara adalah 

dimaksudkan sebagai suatu sarana perlindungan hukum 

(rechtsbescherming) bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan agar 

dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

yang baik (Arif Listyanto, 2020). 
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Faktanya, PTUN dalam penyelesaian sengketa ―administrasi 

pemerintahan‖ tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Kondisi tersebut 

merupakan suatu yang menjadi indikasi bahwa eksistensi PTUN belum 

dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif 

pemerintahan (Firdausi, 2020). Eksistensi PTUN, pada prinsipnya untuk 

menempatkan kontrol yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

yang awalnya baik menjadi biasa. Hukum dan masyarakat tidak mungkin 

dapat mengawasi jalannya pemerintahan apabila putusan suatu PTUN 

tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Maka dari itu, putusan PTUN 

haruslah mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai upaya untuk 

menjadikan pengawasan yudisial pusat dalam menjalankan roda 

pemerintahan (Usman, 2021). 

Salah satu contoh Putusan PTUN yang problematik dalam 

pelaksanaannya adalah Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tentang pembatalan Keputusan KPU 

Nomor 1563/2023, yang diajukan oleh Irman Gusman ke PTUN Jakarta. 

Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sepenuhnya, sebagaimana 

tercantum dalam amar putusan yang menyatakan bahwa Keputusan KPU 

Nomor 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 batal, serta memerintahkan 

KPU untuk mencabut keputusan tersebut dan menerbitkan keputusan baru 

yang menetapkan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD dari 

Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat (Nomor, 2023). Putusan ini 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga 

secara yuridis wajib dilaksanakan.  

Selain itu, dinamika penyelenggaraan pemilu juga ditandai dengan 

kontroversi terkait pencalonan anggota DPD RI, salah satunya kasus 

pembatalan pencalonan Irman Gusman oleh KPU Sumatera Barat. Pada 31 

Oktober 2023, KPU mencoret namanya dari Daftar Calon Sementara 

(DCS) dengan alasan belum memenuhi syarat jeda lima tahun sebagai 

mantan terpidana. Irman kemudian menggugat ke PTUN Jakarta dan 
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dimenangkan, namun KPU tetap tidak memasukkannya ke Daftar Calon 

Tetap (DCT). Persoalan ini berlanjut hingga Mahkamah Konstitusi yang 

pada 10 Juni 2024 memutuskan membatalkan keputusan KPU, serta 

memerintahkan pemungutan suara ulang dengan memasukkan kembali 

nama Irman Gusman. Kasus ini menunjukkan adanya disharmoni antara 

lembaga peradilan dan KPU, serta menimbulkan problematika dalam 

pelaksanaan asas kepastian hukum dalam pemilu di Indonesia. 

Namun, dalam praktiknya, putusan PTUN tidak memiliki kekuatan 

eksekutorial yang efektif sebagaimana putusan dalam perkara perdata, 

karena pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran dan itikad badan 

atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Dengan kata lain, meskipun 

sudah inkracht, pengadilan tidak memiliki instrumen paksa untuk 

mengeksekusi putusan tersebut, sehingga ketika KPU tidak mematuhi 

Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, keadaan itu 

menegaskan kelemahan sistemik dalam mekanisme eksekusi putusan 

peradilan tata usaha negara di Indonesia.  

Alasan utama KPU enggan melaksanakan putusan tersebut juga 

didasarkan pada konstruksi normatif. Pertama, Pasal 182 huruf g Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa calon 

anggota DPD tidak boleh memiliki status sebagai mantan terpidana 

dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, kecuali sudah melewati 

jeda waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana. Kedua, Pasal 6 

PKPU Nomor 10 Tahun 2022 juga mengatur syarat calon anggota DPD 

harus bebas dari larangan tersebut. Ketiga, Pasal 15 PKPU Nomor 10 

Tahun 2022 huruf g secara spesifik mempertegas syarat calon DPD tidak 

sedang atau belum melewati masa jeda lima tahun pasca menjalani pidana. 

Dengan dasar ini, KPU berpegang pada putusan Mahkamah Agung serta 

Mahkamah Konstitusi, sehingga menolak melaksanakan putusan PTUN 

meskipun putusan itu telah inkracht. Sikap KPU ini kemudian 

memperlihatkan adanya benturan norma antar peraturan perundang-
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undangan dan putusan lembaga peradilan, serta mempertegas problematika 

pelaksanaan putusan PTUN di Indonesia 

Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT pada hakikatnya 

dapat dikategorikan sebagai putusan konstitutif sekaligus condemnatoir. 

Unsur konstitutif tampak dalam amar putusan yang menyatakan batalnya 

Keputusan KPU Nomor 1563/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, sehingga akibat hukum dari 

keputusan tersebut dihapuskan. Sementara itu, sifat condemnatoir terlihat 

dari adanya perintah kepada KPU untuk mencabut keputusan yang telah 

dibatalkan serta menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Irman 

Gusman sebagai calon tetap anggota DPD dari Daerah Pemilihan 

Sumatera Barat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyatakan 

suatu keadaan hukum (declaratoir), tetapi juga mengandung perintah yang 

bersifat memaksa terhadap tergugat. Akan tetapi, meskipun secara 

normatif putusan tersebut bersifat condemnatoir, dalam praktik hukum 

acara PTUN eksekusi putusan tidak memiliki instrumen paksa yang efektif 

sebagaimana terdapat dalam perkara perdata. Pelaksanaannya tetap 

bergantung pada kesadaran dan itikad badan atau pejabat Tata Usaha 

Negara yang digugat 

Bahkan ketika pengadilan melakukan teguran (aanmaning) secara 

patut, namun KPU menyatakan tetap tidak akan melaksanakan Putusan 

PTUN Jakarta, dengan alasan KPU telah menjalankan pula dua putusan 

pengadilan MA dan MK. Irman Gusman tidak memenuhi syarat, Irman 

Gusman terganjal aturan Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2023 

mengenai syarat terpidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih 

harus melewati waktu 5 tahun untuk bisa mencalonkan diri. Sedangkan 

Irman Gusman yang merupakan mantan terpidana kasus suap terkait impor 

gula Perum Bulog baru empat tahun bebas dari Lapas Kelas I A Suka 

Miskin pada 26 September 2019 (Putra, 2023) 

Adapun putusan Mahkamah Agung yang dimaksud KPU lebih 

berkaitan dengan upaya hukum luar biasa yang diajukan, yang hasilnya 
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menolak permohonan Irman Gusman dan menguatkan keputusan KPU 

sebelumnya. Dengan kata lain, MA tidak secara langsung membatalkan 

amar Putusan PTUN yang telah inkracht. Di sisi lain, putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD/XXII/2024 bersifat berbeda karena 

MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, bukan menilai sah atau 

tidaknya keputusan administratif KPU. Dengan demikian, dasar hukum 

yang dijadikan alasan KPU cenderung tidak relevan, karena secara 

normatif tidak ada mekanisme dalam sistem peradilan Indonesia yang 

memperbolehkan satu putusan pengadilan dikesampingkan hanya karena 

ada putusan lembaga peradilan lain yang kewenangannya berbeda. 

Menanggapi sikap KPU yang menolak melaksanakan Putusan PTUN 

tersebut, Ketua PTUN Jakarta mengeluarkan penetapan eksekusi. Dalam 

amar poin 2 dan 3, penetapan tersebut pada intinya menyatakan bahwa 

Keputusan KPU 1563/2023 tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan 

memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang tidak memiliki 

eksekutorial merupakan persoalan yang terus diperdebatkan hingga saat 

ini. Ketentuan hukum yang berlaku saat ini belum memberikan panduan 

yang jelas dalam pelaksanaan putusan PTUN yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap. Padahal, ketentuan hukum tersebut awalnya 

diharapkan mampu mengatasi kelemahan mendasar dari Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009, khususnya terkait bagaimana pelaksanaan putusan 

PTUN. Kondisi ini pun berpotensi menghambat upaya pembangunan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia, 

terutama dalam konteks Hukum Administrasi Negara. (Azzahra, 2020). 

Pelaksanaan putusan PTUN oleh badan dan/atau pejabat pemerintah 

memiliki hubungan yang erat dengan kewibawaan pengadilan. 

Kewibawaan putusan pengadilan bergantung pada niat yang tulus dari 

instansi atau pejabat yang terlibat untuk menghormati asas dan prinsip 

negara hukum. Selain itu, adanya rasa saling menghormati (self-respect) 
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pada pejabat tersebut juga berperan penting dalam menghargai isi putusan 

pengadilan. (Asisdiq & Side, 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan 

putusan PTUN tidak dipatuhi adalah belum adanya sistem eksekusi yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara. Hanya saja masih bergantung pada kesadaran pejabat TUN 

atau melalui penegoran yang dilakukan secara berjenjang dan hierarkis 

(floating norm) (Maksudi, 2021). 

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan menegaskan kewajiban bagi pejabat untuk 

mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht. 

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif bagi pejabat yang 

tidak melaksanakan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (in 

kracht van gewijsde) diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 (Usman, 2021). Pasal tersebut menjelaskan bahwa 

―Pejabat Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) & ayat (3), Pasal 53 ayat (2) & ayat (6), Pasal 70 

ayat (3) dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administrasi sedang‖. Jenis 

sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) 

tersebut berupa: a) pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b) 

pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c) 

pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan (Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, 

Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601), 2014).  

Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun tidak termasuk kategori 

pejabat TUN secara individual, tetap terikat kewajiban hukum untuk 

melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 

Tahun 2009 (Pattipawae, 2019). Sejauh ini penerapan sanksi administrasi 

bersifat sukarela. Adolph menyampaikan bahwa penerapan sanksi 
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administratif yang bersifat sukarela menjadi sebuah hambatan, karena 

tidak adanya paksaan bagi pejabat tinggi untuk melaksanakan putusan 

pengadilan dalam memberikan sanksi kepada bawahannya. Misalnya, jika 

Presiden enggan memberikan sanksi administratif kepada staffnya, maka 

tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi tersebut. Pelaksanaan yang 

bersifat sukarela ini berkaitan dengan aset publik, yang merupakan bagian 

dari kekayaan negara dan tidak dapat disita. Di samping itu, sesuai dengan 

asas hukum, seorang pejabat tidak dapat ditahan hanya karena tidak 

menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara, sehingga kebebasan 

seorang pejabat pemerintahan tidak bisa dirampas begitu saja (Adolph, 

2016c).  Lebih lanjut dalam beberapa kasus, pejabat yang dijadikan 

tergugat enggan melaksanakan putusan tersebut karena dianggap sensitif 

dan mengancam stabilitas sosial dan politik. Meskipun seringkali sulit 

untuk membuktikan bahwa pihak berwenang berupaya menekan hakim, 

tidak ada keraguan bahwa pertimbangan politik mempengaruhi beberapa 

keputusan. (Bedner A. 2003). 

Kelemahan landasan hukum dalam penjatuhan sanksi administratif, 

maka diperlukan penelitian yang mendalam dan diharapkan dapat 

memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui lebih jauh problematika pelaksanaan putusan 

pengadilan tata usaha negara nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh 

KPU perspektif hukum tata negara dan siyasah dusturiyah. 

Pelaksanaan sanksi administrasi dalam penelitian ini dilihat dalam 

konteks Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah memberikan dasar untuk 

menangani pelanggaran administrasi oleh pejabat pemerintah yang tidak 

melaksanakan putusan PTUN, dengan memastikan penerapan nilai-nilai 

Islam, keadilan, dan pemeliharaan ketertiban dalam proses demokratis 

(Rozali, 2019). 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara 

lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 



9 

 

 

 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping 

itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 

warga negara yang wajib dilindungi (NurKholbi, 2016). 

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, putusan MK No 12/PUU-

XXI/2023 terkait dengan putusan PTUN No 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT menimbulkan problematika dalam 

implementasinya. Putusan MK ini menyatakan bahwa pasal 182 huruf g 

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan 

dengan UUD 1945, sehingga menambahkan aturan baru mengenai masa 

jeda bagi mantan narapidana tertentu untuk mencalonkan diri sebagai 

anggota DPD. Namun, putusan PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

yang memenangkan gugatan Irman Gusman terkait dengan penetapan 

Daftar Calon Tetap Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 

menimbulkan konflik dengan putusan MK tersebut. Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) tidak bersedia menjalankan putusan PTUN ini karena 

dianggap bertentangan dengan norma putusan MK. 

Dalam Siyasah Dusturiyah, kepastian hukum dan Mashlahah 

Murshalah menjadi penting dalam menyelesaikan masalah ini. Putusan 

PTUN No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dapat dilihat sebagai upaya 

untuk menjamin hak konstitusional warga negara, namun juga perlu 

mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan kepentingan umum. 

Siyasah Dusturiyah yang bersumber dari Al-Qur‘an dan Sunnah. 

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian Fiqh Siyasah mengatur tentang 

hubungan negara dengan warga negara maupun hak hak warga negara 

yang biasanya membahas persoalan peraturan perundang undangan yang 

dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemasyarakatan bagi manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa dusturiyyah sama dengan undang undang dasar negara 

republik Indonesia. 

Terdapat dalam Q.S an-Nisa‘: 59  

                    

                        

              

 

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri 

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan 

Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang 

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di 

dunia dan di akhirat)”. 

       Penelitian tentang sanksi administratif ini sudah ada diteliti oleh 

peneliti sebelumnya. Contohnya; pertama, membahas mengenai ―Urgensi 

Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan 

Peradilan Tata Usaha Negara‖ yang bertujuan untuk mendorong 

efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan yang notabene merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan keadilan kepada warga negara 

dan pemberian kepastian hukum atas hak konstitusi warga negara. Kedua, 

membahas mengenai ―Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh 

Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: 

Sebuah Studi Kasus‖ yang membahas tentang penyelesaian sengketa 

melalui litigasi negara dan kewenangan mengadili perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh penguasa dan/atau pejabat pemerintah 

(onrechtmatige overheidsdaad) selanjutnya dialihkan ke wilayah hukum 

peradilan tata usaha negara. Ketiga, membahas mengenai ―Masa 
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Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif 

Siyasah Qadhaiyah‖ yang membahas tentang Putusan Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan MK Nomor 12/PUU-

XXI/2023 tersebut dianggap tidak efektif karena menimbulkan 

ketidakpastian hukum serta lembaga peradilan harus membuat keputusan 

yang adil bagi seluruh kalangan masyarakat. 

Dari beberapa bentuk penelitian diatas, belum ditemukan penelitian 

yang membahas mengenai Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU 

Perspektif Hukum Tata Negara dan Siyasah Dusturiyah, maka dari itu 

permasalahan ini menjadi menarik dan sangat penting untuk diteliti. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus kajian dalam penulisan proposal ini adalah Problematika 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata Negara 

dan Siyasah Dusturiyah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka yang menjadi 

rumusan masalah peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Apa alasan hukum KPU tidak melaksanakan Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT? 

2. Bagaimana sanksi bagi KPU yang tidak melaksanakan Putusan PTUN 

Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari rumusan masalah dalam penulisan 

proposal ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui alasan  hukum KPU yang tidak melaksanakan Putusan 

PTUN. 

2. Untuk mengetahui mengenai sanksi bagi KPU yang tidak melaksanakan 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang 

Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata 

Negara dan Siyasah Dusturiyah. 

b. Sebagai upaya untuk memantapkan ilmu yang telah penulis pelajari 

melalui proses perkuliahan, penelitian ini diyakini dapat memperluas 

pengetahuan dan pemahaman penulis sehingga terciptalah karya tulis 

ilmiah yang kaya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca dan 

masyarakat umum tentang problematika pelaksanaan Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara  Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara dan 

Siyasah Dusturiyah. 

b. Secara praktis, tujuan penelitian ini adalah melengkapi prasyarat untuk 

memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum 

Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud 

Yunus Batusangkar. 

F. Luaran Penelitian 

Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah 

sehingga dapat dijadikan referensi lebih lanjut dalam penulisan di 

kemudian hari. 
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G. Definisi Operasional 

Menghindari kesalah pahaman pembaca terhadap penelitian yang 

penulis teliti maka perlu diuraikan defenisi operasinoal sebagai berikut: 

Sanksi Administrasi, adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara 

pemerintah-warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak 

ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara lansung dilaksanakan oleh 

administrasi sendiri (Raharja, 2014). 

Sanksi administrasi dapat diterapkan baik baik melalui jalur pengadilan 

maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi 

administrasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undngan 

kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat 

(badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. 

Sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering 

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan (Setiadi, 

2009). 

Pejabat Pemerintah, Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 : ―Keputusan 

Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara 

atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan 

adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan" (Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 2014). Menurut para 

ahli, yaitu: Bagir Manan berpendapat, pejabat pemerintah adalah individu 

yang memegang suatu jabatan dalam struktur pemerintahan yang memiliki 

wewenang administratif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-

tugas pemerintahan. Pejabat ini bisa berasal dari berbagai tingkatan 

pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Ridwan HR mendefinisikan 

pejabat pemerintah sebagai orang yang diberi tugas dan wewenang oleh 

undang-undang untuk melaksanakan sebagian fungsi administrasi negara. 
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Pejabat ini berfungsi sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang 

ditetapkan oleh pemerintah, dengan tanggung jawab untuk memastikan 

kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Yustiana, 2019).  

Dalam kajian ini, pejabat pemerintah diartikan sebagai mereka yang 

mempunyai kewajiban melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) namun tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga 

dikenakan sanksi administratif (Info, 2024). 

Peradilan Tata Usaha Negara, Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 1: "Peradilan Tata 

Usaha Negara adalah peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" (Marbun, 1986) 

Menurut para ahli yaitu: Sudikno mengatakan bahwa Peradilan adalah 

segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus  perkara. 

Hal itu sesuai dengan kata dasar peradilan, yang terdiri dari kata adil dan 

mendapatkan awalan per dan akhiran an, yang berarti segala sesuatu yang 

bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-

mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan juga memiliki pengertian 

yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan (Khalid, 2014). Riawan 

Tjandra mendefinisikan bahwa istilah Peradilan Tata Usaha Negara dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan proses atau aktivitas hakim tata usaha 

Negara, yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan dalam 

melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun di Mahkamah Agung. Istilah 

Pengadilan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan 

peradilan (Hasibuan, 2019). 

Peradilan Tata Usaha Negara dalam penelitian ini adalah lembaga peradilan 

yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang 

timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum 

perdata dengan badan hatau pejabat tata usaha Negara sebagai akibat 
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dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara. PTUN dalam penelitian ini 

memiliki peran penting dalam menegakan kepatuhan terhadap Hukum Tata 

Usaha Negara, termasuk dengan pemberian sanksi administrasi, untuk 

mencegah pejabat dari mengabaikan putusan pengadilan dan melindungi 

hak-hak warga negara atau badan hukum yang terlibat dalam sengketa 

tersebut (Safitri & Sa‘adah, 2021) 

Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum 

yang mengatur struktur, fungsi dan hubungan antara lembaga-lembaga 

pemerintah dalam suatu negara. HTN juga mengatur hubungan antara 

pemerintah dan warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara 

(Angelica, Z 2025). 

Menurut Scholten ―Hukum yang mengatur organisasi negara, yang akan 

mencakup kedudukan organ-organ negara, hak dan kewajiban serta tugas‖ 

(Hukum Tata Negara, 1967). 

Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 

membahas perundang-undang negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (NurKholbi, 2016). 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Negara Hukum 

Teori negara hukum merupakan fondasi utama dalam sistem 

ketatanegaraan modern, di mana semua tindakan penyelenggara negara 

harus berdasarkan hukum, dan bukan semata-mata kehendak kekuasaan. 

Dalam perspektif ini, hukum menjadi landasan tertinggi yang mengatur, 

membatasi, dan mengarahkan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk 

lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Konsep 

negara hukum (rechsstaat) menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuasaan 

yang berada di atas hukum, termasuk lembaga negara sekalipun, sehingga 

setiap tindakan pemerintahan harus dapat diuji keabsahannya secara hukum. 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan 

dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 yang berbunyi ―Negara Indonesia adalah negara hukum‖, selanjutnya 

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa ―Negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan 

belaka (machstaat). Indonesia sebagai negara hukum menganut paham 

demokrasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Dalam Satu Naskah, 1945). 

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah 

nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi 

tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang 

artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan 

negara yang didasarkan atas hukum. Menurut Aristoteles, yang dimaksud 

dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang 

menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat 

bagi tercapainya kebahagiaan hidup unttuk warga negaranya dan sebagai 
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dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepadaa setiap 

manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan 

hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan 

keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya (Laritmas & Rosidi, 

2024). 

Dari konsekuensi di anut nya konsep negara hukum, apapun tipe 

yang dianut nya, maka dari itu hukum harus menjadi dasar tindakan bagi 

setiap penguasa maupun rakyat. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi 

dalam negara, jika dalam pengertian kedaulatan nasional bangsa di anggap 

berdaulat di atas segala nya, maka lahirlah sistem demokrasi. Prinsip 

supremasi hukum mengutamakan standar yang tercermin dalam peraturan, 

sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam suatu negara hukum, pelaksanaan 

kekuasaan atau wewenang oleh negara atau lembaga-lembaga negara tidak 

dapat di lepaskan dari batasan-batasan yang di berikan oleh undang-undang, 

karena pelaksanaan kekuasaan berbeda dengan konsep pemisahan 

kekuasaan yang merupakan ciri atau konsep negara hukum. Secara 

sederhana konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang mengharuskan di dasarkan atas konstitusi dan hukum. 

Scheltema menyatakan, rechtstaat merupakan teori negara hukum 

yang di berlakukan di negara kontinental adalah (a) kepastian hukum, (b) 

kesetaraan, (c) demokrasi, (d) pemerintahan yang baik. Kesetaraan atau 

persaman berarti persamaan hak bagi setiap orang, memberikan bagiannya 

kepada setiap orang, maka keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang 

di pahami sebagai suatu persamaan, yang mengandung prinsip bahwa setiap 

orang sama di hadapan hukum dan setiap dan setiap orang mendapatkan apa 

yang pantas diterimanya. Hubungan antara keadilan (justice) dengan 

persamaan (equality) ialah persamaan ini merupakan komponen keadilan 

yang paling penting karena perlakuan yang tidak sama akan berujung pada 

ketidak adilan (Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, 2007: 166). 
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Konsep negara hukum diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie yang 

merumuskan 12 prinsip pokok atau pilar utama dalam suatu negara hukum 

(the rule of law ataupun rechsstat) sebagai berikut: 

1. Supermasi hukum (supremacy of law),  artinya semua permasalahan 

diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada 

hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bkanlah 

manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. 

2. Persamaan dalam hukum (equality before the law). Hal ini berkaitan 

dengan adanya persamaan kedudukan stiap orang dalam hukum dan 

pemerintahan yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara 

empiris. 

3. Asas legalitas (due process of law), yakni segala tindakan 

pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang sah dan tertulis. 

4. Pembatasan kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan 

organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian 

kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara 

horizontal.. 

5. Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi 

kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang 

bersifat independen. 

6. Peradilan bebas dan tidak memihak 

7. Peradilan Tata Usaha Negara 

8. Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) 

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai pilar penting negara hukum 

10. Berisfat Demokratis; Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi 

atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan 

perundang undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan 

perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. 
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11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare 

rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang di 

idealkan bersama. 

12. Transparasi dan Kontrol Sosial  Adanya transparansi dan kontrol sosial 

yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, 

sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme 

kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran 

serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka 

menjamin keadilan dan kebenaran (Ismoyo et al., 2025). 

Prinsip-prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl 

pada dasarnya dapat disatukan dengan tiga prinsip Rule of Law yang 

dikemukakan oleh A.V. Dicey untuk menandai karakteristik Negara Hukum 

modern saat ini. Bahkan, menurut The International Commission of Jurists, 

prinsip-prinsip Negara Hukum tersebut diperluas dengan inklusi prinsip 

peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of 

judiciary), yang pada masa sekarang dianggap semakin penting dalam setiap 

negara demokratis. Prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting dari 

Negara Hukum oleh The International Commission of Jurists (Sandra, n.d.) 

itu adalah: 

1. Negara harus tunduk pada hukum. 

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

2. Teori Hukum Tata Negara  

           Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur 

struktur, fungsi dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dalam 

suatu negara. HTN juga mengatur hubungan antara pemerintah dan warga 

negara, serta hak dan kewajiban warga negara. HTN juga mengatur tentang 

bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan 

kewajiban warga negara, proses pembuatan undang-undang dan lembaga 

negara serta fungsinya. 
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Hukum Tata Negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 

staatsrecht atau hukum negara, yang memiliki dua makna, yaitu staatsrecht 

in ruimere zin (dalam pengertian yang luas) dan staatsrecht in engere zin 

(dalam pengertian yang sempit). Staatsrecht in engere zin atau Hukum Tata 

Negara dalam pengertian sempit biasanya merujuk pada Hukum Tata 

Negara atau Verfassungsrecht, yang membedakan antara makna luas dan 

sempit. Hukum Tata Negara dalam pengertian luas (in ruimere zin) 

mencakup Hukum Tata Negara (verfassungsrecht) dalam pengertian sempit 

serta Hukum Administrasi Negara (verwaltungsrecht) (Penerapannya et al., 

1945). 

           Menurut Christian van Vollenhoven, HTN adalah hukum yang 

mengatur semua masyarakat hukum, atasan dan bawahan menurut 

tingkatannya. Hukum ini juga menentukan organ-organ atau lembaga-

lembaga dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, dan menentukan 

susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga-lembaga yang dimaksud. 

Menurut J.H.A Logemann Hukum Tata Negara adalah hukum yang 

mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking 

heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is 

staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te 

hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, 

sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh 

karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam 

hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka 

dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang 

disebutnya ambtenorganisatie. 

Menurut Paton George Whitecross Hukum Tata Negara adalah 

hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya ,wewenang 

dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya ―textbook of 

Jurisprudence‖ yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with the 

ultimate question of distribution of legal power and the fungctions of the 

organ of the state. Hukum Tata Negara dari berbagai sumber tersebut di 
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atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli 

mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat 

mengetahui bahwa sebenarnya: 

1. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu 

hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik 

2. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, 

sehingga tidak hanya mencakup kejian mengenai organ negara, fungsi 

dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula 

persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-

organ negara dengan warga negara. 

3. Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum 

dan apalagi sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga 

merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup 

apa yang disebut sebagai verfassungrecht (hukum konstitusi) dan 

sekaligus verfassunglehre (teori konstitusi) 

4. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang 

mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun 

mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging). 

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari 

negara sebagai organisasi, yaitu: 

1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi) 

2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik) 

3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute) 

4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi) 

5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi 

jumlah,dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah) 

6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, 

pemerintahan, perundangan) 

7. Wilayah Negara (darat, laut, udara) 
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8. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan 

kewajiban rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan 

hak dan menjamin hak dan sebagainya) 

9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, 

sistem perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem 

kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan) 

10. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-

kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur 

masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada 

dalam masyarakat) 

11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa 

Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya) 

Dalam penerapannya, HTN menjadi dasar penting dalam menilai 

apakah suatu tindakan lembaga negara sejalan dengan prinsip demokrasi, 

supremasi hukum, dan pembatasan kekuasaan. Oleh sebab itu, HTN juga 

memiliki fungsi kontrol terhadap tindakan administratif, termasuk 

kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah final dan 

mengikat. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban tersebut bukan hanya 

mencerminkan ketidaktaatan hukum, tetapi juga mengganggu tatanan 

konstitusional negara. HTN juga berkembang sebagai sarana untuk menjaga 

stabilitas dan legitimasi pemerintahan, serta memastikan bahwa semua 

organ negara menjalankan fungsi berdasarkan hukum dan bukan semata-

mata atas dasar kehendak politik. Dengan demikian, teori HTN tidak hanya 

menjadi kerangka konseptual dalam analisis akademik, tetapi juga menjadi 

landasan normatif dan etis dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari. 
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3. Teori Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara 

lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 

cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping 

itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 

warga negara yang wajib dilindungi (Dr. Muhammad Iqbal, 2007: 177). 

Dalam buku fiqh siyasah karangan J.Suyuthi Pulungan defenisi dari 

Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di 

ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga 

negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting 

dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari 

suatu negara yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala 

negaranya.  

Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah yang dimaksud dengan 

permasalahan adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan 

rakyat di lain pihak, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah biasanya hanya terbatas pada 

peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam urusan 

kenegaraan yang berkaitan dengan ketaatan pada prinsip-prinsip agama 

dan terwujudnya kemaslahatan dan kebutuhan manusia (Prof. H. A. 

Djazuli, 2004: 47). 

a. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyyah 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks. Keseluruhan permasalahan dan permasalahan fiqh 

siyasah dusturiyah secara umum dapat di bedakan menjadi 2 pokok: 

pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadist, 
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muqosidu syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur 

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy itu menjadi unsur dinamis didalam 

mengubah masyarakat. Kedua, kaidah-kaidah yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan keadaan termasuk hasil ijtihad para ulama walaupun 

tidak seluruh nya. 

Siyasah Dusturiyyah dapat di bagi menjadi dua: 

1) Bidang Tasyri‟iyyah, termasuk ahlu hali wal aqdi yang mewakili 

urusan rakyat. Hubungan antara umat islam dan non muslim dalam 

suatu negara, seperti konstitusi, undang-undang, eksekutif, pemerintah 

daerah dan lain-lain. 

2) Bidang Tanfidiyyah, meliputi imam, bai‟ah, wizara, waliy al- had dan 

lain-lain. 

3) Bidang Qadaiyyah, meliputi bidang hukum. 

4) Bidang Idariyyah, meliputi masalah masalah administrasi dan 

kepegawaiaan. (Prof. H. A. Djazuli, 2004: 48) 

Dasar-dasar hukum Siyasah Dusturiyyah: 

1) Al-Quran 

Al-Quran adalah sumber pokok aturan Islam yang utam 

dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-quran merupakan 

kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam 

hukum didalamnya. Karena Al-quran diyakini berasal dari Allah dan 

ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui 

sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh 

muslim banyak mencatat bahwasanya Al-quran merupakan satu-

satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukkum-hukum 

lainnya, karena Al-quran tidak pernah mengalami kondisi dan 

perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. 

(Muhammad Iqbal, 2014: 273) 

2) Sunah 

Sunnah secara harfiah adalah suatu pandangan hidup yang 

membudaya atau suatu patokan tingkah laku agar masyarakat yang 
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menganutnya menerima segala ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses 

meriwayatkan sunnah biasanya dilihat dari segelintir orang yang 

mempunyai pengetahuan langsung mengenai peristiwa tersebut, dan 

diwariskan secara turun temurun mulai dari zaman nabi hingga akhir 

para perawi yang merupakan mata rantai berkesinambungan (Ridwan 

HR, 2010: 53). 

3) Ijma 

Ijma dalam hukum islam merupakan suatu keputusan bersama 

untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat 

dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran 

kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintah. Apabila 

didalam musyawarah tersebut ada orang yang tidak setuju dengan 

hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut 

dinyatakan batal (Beni Ahmad Saebani, 2017: 172). 

4) Qiyas 

Qiyas berasal dari kata ―qasa, yaqisu, qaisan‖ yang artinya 

mengukur dan ukuran. Qiyas merupakan metode logika yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan 

legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu 

kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang satu dengan 

bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode 

qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas 

ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas 

biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadist yang 

sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi (Khalid 

Ibrahim Jindan, 1995: 55). 

4. Teori Sanksi Administrasi 

Sanksi administratif adalah  jenis sanksi hukum yang diberlakukan 

untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Penerapan sanksi 

administratif tidak terlepas dari tindakan umum yang bertujuan untuk 
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menegakkan ketertiban, kepastian hukum, dan melindungi hak setiap 

orang dari ketidakamanan. Penegakan norma hukum administrasi 

merupakan kewenangan penyelenggara negara untuk memperbaiki 

pelanggaran dengan  cara menjatuhkan sanksi administrasi (Yudistira & 

Ramadhan, 2023). 

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan menegaskan kewajiban bagi pejabat untuk 

mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht. 

Sementara itu, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif bagi 

pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) diatur dalam Pasal 

80 ayat (2) Undang-Undang yang sama (Usman, 2021). 

Sanksi administratif memiliki perbedaan mendasar dibandingkan 

dengan sanksi pidana. Di dalam sistem hukum, sanksi pidana selalu 

ditegakkan berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan sanksi 

administratif tidak memerlukan keputusan pengadilan, melainkan 

ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Pengadilan Tata Usaha Negara 

berperan dalam menguatkan atau membatalkan keputusan yang diambil 

oleh pejabat, yang berarti bahwa jika keputusan tersebut cacat hukum, 

maka harus dicabut. Kewajiban untuk mencabut keputusan tersebut 

merupakan konsekuensi hukum dari adanya cacat. Konsep sanksi 

administratif menjadi relevan ketika badan atau pejabat dalam lingkungan 

Tata Usaha Negara gagal melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal 

ini, sanksi yang dikenakan merupakan sanksi baru yang diterapkan secara 

internal oleh instansi itu sendiri (Sutrisno et al., 2020). J. B. J. M. ten 

Berge menyatakan bahwa sanksi merupakan elemen kunci dalam 

penegakan hukum administrasi. Dalam pandangan JJ. Oosternbrink, sanksi 

administrasi adalah sanksi yang dapat diterapkan secara langsung oleh 

pihak administrasi itu sendiri. Sanksi ini muncul dari hubungan antara 

pemerintah dan warga negara, serta diimplementasikan tanpa melibatkan 

pihak ketiga, seperti kekuasaan peradilan. Oleh karena itu, keberadaan 
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sanksi sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum 

administrasi yang efektif (Mulyana, 2024). 

Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis, yaitu sanksi reparatif, sanksi 

punitif, dan sanksi regresif. Jenis-jenis sanksi administratif adalah sebagai 

berikut: 

a. Sanksi reparatoir, yaitu Sanksi yang dijatuhkan sebagai tanggapan 

terhadap pelanggaran suatu norma dan bertujuan untuk memulihkan 

keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran misalnya 

bestuursdwang, dwangsom 

b. Sanksi punitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk menghukum 

seseorang, misalnya  berupa denda administrasi.  

c. Sanksi regresif adalah sanksi yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas 

tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat 

Keputusan yang diundangkan (Ghufran Syahputera Walla, Hendrik 

Salmon, 2021). 

Konsep atau model efektif penerapan sanksi administrasi dalam 

keputusan tata usaha negara untuk menjamin kepastian hukum bagi 

penggugat, antara lain sebagai berikut: 

a. Pencantuman sanksi administratif dalam putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara perlu diatur dalam dasar hukum yang jelas. Hal tersebut 

harus dilakukan agar fungsi peradilan dan fungsi pengawasan PTUN 

dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan. Dengan adanya undang-undang baru tentang PTUN 

merupakan upaya harmonisasi peraturan sehingga dapat memberi 

kepastian hukum bagi masyarakat (Yogyakarta, 2022). 

b. Melakukan perubahan terhadap Ketentuan Pasal 116 ayat 4 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara (Marbun, 1986). 

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara beserta atasannya harus 

memiliki komitmen yang jelas dalam proses putusan Pengadilan Tata 
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Usaha Negara yang telah inkracht (Dani Habibi & Nuruzzaman MS, 

2023). 

d. Dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, 

tergugat perlu diberikan tenggang waktu setelah dipanggil oleh Ketua 

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

5. Teori Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Sudikno mengatakan bahwa Peradilan adalah segala sesuatu yang 

bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara. Hal itu sesuai dengan 

kata dasar peradilan, yang terdiri dari kata adil dan mendapatkan awalan per 

dan akhiran an, yang berarti segala sesuatu yang bertalian dengan 

pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai 

badan untuk mengadili, melainkan juga memiliki pengertian yang abstrak, 

yaitu hal memberikan keadilan. 

Riawan Tjandra mendefinisikan bahwa istilah Peradilan Tata Usaha 

Negara dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses atau aktivitas hakim 

tata usaha negara yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan 

dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha 

Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun di Mahkamah 

Agung. Istilah Pengadilan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang 

melaksanakan peradilan (Hamdie Abwey et al., 2023). 

Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan Peradilan Administrasi Negara 

adalah setiap bentuk penyelesaian dari suatu perbuatan (pejabat, instansi) 

Administrasi Negara yang dipersoalkan oleh warga masyarakat, instansi 

masyarakat (perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan sebagainya) atau 

sesama instansi pemerintah (Abwae Bey Hamdie et al., 2023). Peradilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun penjelasan 

dalam UU PTUN dijelaskan tujuan pembentukan PTUN (Aloysius Eka 

Kurnia, 2020) ialah: 
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a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber 

dari hak-hak individu. 

b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang 

didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup 

dalam masyarakat tersebut. 

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

menjelaskan bahwa Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan 

terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan 

untuk mendapatkan putusan. 

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan oleh 

orang atau Badan Hukum Perdata seperti yang diuraikan dalam Pasal 53 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Orang atau Badan 

Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu 

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada 

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha 

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau 

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 

Pengajuan gugatan juga dapat dilakukan dengan beberapa alasan, 

saat sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ada tiga 

alasan untuk dapat menggugat yang diuraikan dalam Pasal 53 ayat (2) yaitu: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan 

keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan 

wewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang 

tersebut. 

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau 

tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan 
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keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak 

pengambilan keputusan tersebut. 

Pasal 1 angka (4) UU No Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara (UU PTUN) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa 

tata usaha negara adalah ―sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha 

negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat 

tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat 

dikeluarkanya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku‖. Berdasarkan 

ketentuan pasal tersebut tampak bahwa yang menjadi Objek disini akibat 

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN), sedangkan yang 

menjadi subyek adalah orang atau badan hukum perdata atau badan atau 

pejabat tata usaha negara (Edyanti & Erliyana, 2022). 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sujiono, Dezonda Rosiana 

Pattipawae, dan Ronny Soplantila dengan judul “Akibat Hukum Apabila 

Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa 

pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan 

keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) akan dikenakan sanksi administratif 

sedang, antara lain: a) Pembayaran denda dan/atau ganti rugi. b) PHK 

karena perolehan hak resmi. atau c) pemberhentian sementara tanpa hak 

resmi. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Publik 

menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif ringan dilakukan  

langsung oleh pejabat senior, dan pengenaan sanksi administratif sedang 

dan/atau berat dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan internal. Pejabat 

yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam 
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Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Pemerintah  (Sujiono et 

al., 2021). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh H. Candera dan Arfian Indrianto yang 

berjudul “Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Penguasa 

(Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah 

Studi Kasus”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-

Empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengadilan umum bertanggung 

jawab atas perbuatan melawan hukum (pemerintah), bukan pengadilan tata 

usaha negara. Namun dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2 (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada tahun 

2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa dalam Tindakan 

Pemerintahan dan Kewenangan memutus Perbuatan Ilegal Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintah , ini telah menjadi pengadilan tata usaha negara telah 

dialihkan (Halim & Indrianto, 2022) 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Suhariyanto yang berjudul “Urgensi 

Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan 

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta 

pendekatan konseptual conceptual approach). Hasil dari penelitian ini 

yaitu penerapan putusan Pengadilan TUN pada hukum positif  diperkuat 

dengan tindakan paksaan berupa sanksi administratif dan  pengenaan 

pembayaran denda (dwansom). Pelaksanaannya tidak mudah  karena 

masih terdapat pejabat TUN yang tidak mematuhi putusan Pengadilan 

TUN. Selain permasalahan kurangnya kesadaran hukum aparat TUN- dan 

belum adanya lembaga penegak khusus untuk menegakkannya, pengaturan  

mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan TUN  masih belum jelas dan 

mengikat. Dalam praktiknya, penerapan hukum administrasi dan perdata 

kurang efektif dan memerlukan tindakan paksaan pidana sesuai dengan 

prinsip Final Remedy Law. Penghinaan terhadap pengadilan harus 
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dikriminalisasi dan harus menjadi ancaman bagi pejabat TUN yang tidak 

menaati pelaksanaan putusan pengadilan TUN. RUU Contempt of Court 

mempertimbangkan kriminalisasi ini. Kriminalisasi ini bertujuan untuk 

memperlancar pelaksanaan putusan MK ,padahal putusan MK merupakan 

bagian integral dari pelayanan hukum kepada rakyat dan melanggar hak 

konstitusional rakyat (Suhariyanto, 2019). 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sayed Faisal yang berjudul “Analisis 

Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintahan Terhadap 

Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari 

Hukum Administrasi Negara (Studi Putusan Nomor: 

968.K/Pdt/1990)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder 

dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini 

yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintahan dapat 

membuatnya bertanggung jawab sama seperti badan hukum lainnya, dan 

atas keputusan (ilncracht)yang telah mempunyai akibat hukum tetap, dapat 

diajukan permohonan penyitaan penengakkan hukum atau penyitaan surat 

berharga sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku itu 

bisa diberlakukan (Faisal, 2020) 

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Aunul Hakim yang berjudul 

“Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum 

oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) pada Peradilan tata 

Usaha Negara”. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil 

dari penelitian ini yaitu dalam tuntutan hukum yang menuduh adanya 

tindakan ilegal yang dilakukan oleh lembaga dan pegawai pemerintah, 

tindakan sebenarnya dari pemerintah mungkin menjadi permasalahannya. 

Banyak putusan tingkat pertama mengenai perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh pejabat/pejabat pemerintah (onrechtmatige 

overheidsdaad) cenderung tidak mendukung tuntutan berdasarkan diskusi 
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hakim mengenai penafsiran yang berbeda terhadap perbuatan melawan 

hukum tersebut (Aunul Hakim & Amnesti, 2022) 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Marvell Jonathan Seroy, Ellen Santoso dan 

Lisa Rahmasari yang berjudul “Penyalahgunaan Wewenang Atau 

Kekuasaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah”. Penelitian ini 

menggunakan metode pengkajian hukum normatif. Hasil dari penelitian 

ini yaitu Badan legislatif tidak bisa lepas dari penanganan korupsi dan 

kegiatan kriminal yang merugikan masyarakat Indonesia. Lembaga 

peradilan juga tidak lepas dari korupsi. Selain itu, seringnya pelanggaran 

yang dilakukan oleh badan legislatif merupakan tindakan yang melanggar 

hukum (Pemerintah & Rahmasari, 2023) 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Aksan Akbar yang berjudul 

“Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa”. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil dari penelitian 

ini yaitu dalam mengangkat atau memberhentikan pegawai desa, walikota 

desa wajib berkonsultasi dengan wakil walikota dan mendapatkan 

rekomendasinya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai 

kekuatan untuk dilaksanakan, dan semua pihak yang berkepentingan wajib 

melaksanakan putusan tersebut dengan cara sukarela maupun paksaan. 

Akibat hukum bagi desa yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Provinsi dikenakan sanksi administrasi yang dimaksud 

dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 72 Ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebaliknya, 

apabila kepala desa melakukan tindakan yang bertentangan dengan 

keputusan akhir PTUN, maka kepala desa tetap dikenakan sanksi 

administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 

17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Sudarmanto, 2021) 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rozaq Wira Utama dengan 

judul “Masa Pencabutan Hak Dipilih Mantan Pelaku Tindak Pidana 
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Korupsi Perspektif Siyasah Qadhaiyah”. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil 

dari penelitian ini yaitu 1) Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI?2023 tersebut dianggap tidak 

efektif karena menimbulkan ketidakpastian hukum. 2) Menurut imam Al-

Mawardi, lembaga peradilan harus membuat keputusan yang adil bagi 

seluruh kalangan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

           Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kajian 

Pustaka dengan pendekatan Yuridis Normatif. Literatur yang diteliti tidak 

terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, 

majalah, jurnal, dan surat kabar. Penelitian kepustakaan ini fokus terhadap 

menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, argumen, gagasan dan lain-

lain yang dipakai untuk menelaah dan mencari jalan keluar dari sebuah 

masalah yang diteliti. 

Pemilihan metode yuridis normatif ini dilandasi kepada penggunaan 

bahan kepustakaan untuk menggali teknis penelitian dan menjawab 

pertanyaan peneliti tersebut. Dengan itu maka peneliti menjelaskan 

permasalahan hukum yang terjadi antara teori yang diinginkan dan hasil yang 

akan dicapai. Penulis akan memaparkan bagaimana Problematika Pelaksanaan 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

oleh KPU Perspektif Hukum Tata Negara dan Siyasah Dusturiyah. 

Tipologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu tipologi 

penelitian kualitatif dimana data yang di peroleh disajikan dalam bentuk 

deskriptif. 

B. Latar dan Waktu Penelitian 

1. Latar Penelitian 

Latar penelitian yang penulis lakukan yaitu proses penelahaan 

sumber data sekunder secara normatif, dibagian yuridis normatif dimana 

objek kajiannya adalah bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, 

jurnal/artikel, makalah, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan 

dengan Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif Hukum Tata 

Negara dan Siyasah Dusturiyah. 

 



36 

 

 

 

2. Waktu Penelitian 

Tabel berikut menunjukkan lamanya waktu yang penulis habiskan 

untuk melakukan penelitian: 

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian 

No Uraian Kegiatan 
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A
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1 Menyiapkan dan 

menyusun proposal 
   

 
  

 

2 Bimbingan dengan PA        

3 Proses bimbingan 

dengan Pembimbing 
   

 

   
 

4 Seminar Proposal        

5 Penelitian        

6 Mengolah Data        

7 Bimbingan Draf 

Skripsi 
   

 
  

 

8 Sidang Munaqasah        

9 Revisi pasca 

Munaqasah 
   

 
  

 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatan penelitian yaitu dengan mengumpulkan data 

agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. 

Instrumen dalam penelitian hukum normatif peneliti berperan 

sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis 

akan membedah informasi dan mengumpulkan informasi dari 

perpustakaan yang diidentifikasikan dengan masalah yang akan dianalisis 

oleh penulis. Kemudian dalam penelitian ini penulis dibantu dengan 
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instrumen pendukung seperti handphone, laptop, jaringan internet, google 

scholar, dan Scopus. 

D. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang 

mengambil bahan kajian dari data perpustakaan, maka sumber data dalam 

penelitian ini memakai sumber data sekunder terdiri dari sumber data 

primer dan sekunder. 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara (UU PTUN). 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengalami 

perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 

tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU PPP) 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyelsaian Sengketa Administrasi di Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) 

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan 

Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). 

f. Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-

03/PHPU.DPD/XXII/2024. 
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h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 

tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah dalam Pemilu 2024. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang diartikan sebagai bahan hukum yang 

terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang 

berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus 

hukum, yurisprudensi, atau dukungan terhadap bahan hukum primer. 

Terdiri dari: 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengalami 

perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 

tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU PPP) 

b. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyelsaian Sengketa Administrasi di Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-

03/PHPU.DPD/XXII/2024. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah proses pengumpulan data 

secara sistematis untuk memperoleh data yang diteliti dan disusun sebagai 

hasil penelitian (Ummah, 2019). Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan 

data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber 

tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, artikel, surat kabar 

dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.  

Sesuai dengan sumber data yang di peroleh maka teknik pengumpulan 

data yang akan penulis lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di 

perpustakaan berupa naskah akademik dan risalah pembahasan undang-
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undang, buku, artikel, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan fokus 

kajian dan literature lainnya. Setelah bahan didapatkan penulis akan 

membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data dalam penelitian Yuridis Normatif adalah analisis 

isi. Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

dari informasi tertulis atau tercetak melalui pembahasan mendalam 

terhadap isinya (Z, 2015). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis 

data yaitu: 

 

1. Reduksi Data 

Memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi, dan 

mengubah data kasar menjadi catatan penelitian. 

2. Penyajian Data 

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau bagan agar mudah 

dalam membuat kesimpulan. 

3. Kesimpulan 

Menarik kesimpulan sebagai kelanjutan dari penyajian dan hasil 

analisis data. 

Setelah mencari dan menyusun data penulis akan merangkai data yang 

diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik 

kesimpulan mengenai Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU Perspektif 

Hukum Tata Negara dan Siyasah Dusturiyah. 

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Teknik penjamin keabsahan data adalah cara yang dilakukan peneliti 

untuk mengukur tingkat kepercayaan (criedibelity) dalam proses 

pengumpulan data penelitian. Untuk menjamin keabsahan dalam 

penelitian ini yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber data dan 
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triangulasi teori. Karena nantinya dalam penelitian ini, penulis 

membutuhkan keabsahan data penelitian serta meningkatkan pemahaman 

secara teoritik terhadap Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU 

Perspektif Hukum Tata Negara dan Siyasah Dusturiyah. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Temuan Penelitian 

Berdasarkan studi literatur yang telah Penulis lakukan terhadap sumber 

data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

maka dapat ditemukan data-data sebagai berikut: 

1. Alasan Hukum KPU Tidak Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan keputusan 

yang diambil oleh hakim yang berisi penerimaan atau penolakan terhadap 

argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih. Keputusan hakim, 

yang sering dikenal sebagai keputusan pengadilan, adalah sesuatu yang 

diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk 

menyelesaikan konflik di antara mereka dengan seoptimal mungkin, serta 

memberikan penegasan hukum atas kedudukan hukum para pihak secara 

objektif. Hal ini karena melalui keputusan hakim, pihak-pihak yang berselisih 

berharap dapat memperoleh kepastian hukum serta keadilan dalam 

perkaranya, serta memberikan penegasan hukum atas kedudukan hukum para 

pihak secara objektif (Pattipawae, 2019). 

Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT menjadi 

salah satu tonggak penting dalam dinamika hukum pemilu di Indonesia, 

karena perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan administratif belaka, 

tetapi menyentuh aspek prinsipil tentang hak politik warga negara yang 

dijamin oleh konstitusi serta menjadi indikator konkret terhadap sikap KPU 

dalam merespons putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Irman Gusman yang 

merupakan mantan Ketua DPD RI periode 2009-2016, mendaftarkan diri 

sebagai calon anggota DPD dengan memenuhi seluruh persyaratan 

administratif dan dukungan minimal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilu (M.Vitorio, 2023). Namun, Komisi Pemilihan 



42 

 

 

 

Umum (KPU) secara sepihak menolak pencalonannya dengan alasan bahwa 

Irman Gusman tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon karena pernah 

dipidana. Penolakan tersebut termuat dalam Surat Keputusan KPU Nomor 

996/PL.01.4-Kpt/05/KPU/V/2023 yang menetapkan nama-nama bakal calon 

perseorangan anggota DPD yang tidak memenuhi syarat administrasi 

dukungan minimal pemilih. 

Kemudian Irman Gusman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Dalam gugatannya, Irman Gusman 

menyatakan bahwa tindakan KPU tersebut bertentangan dengan prinsip 

keadilan pemilu dan melanggar hak konstitusionalnya untuk dipilih, karena 

hak politik adalah bagian dari hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945 dan 

tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang kuat 

dan sah. Ia juga menegaskan bahwa putusan pemidanaan terhadap dirinya 

telah dijalani sepenuhnya dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana 

pemilu ataupun kejahatan yang menyebabkan kehilangan hak politik secara 

permanen (Chalik, 2024). Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 

Nomor 87/PUU-XX/2022 telah menegaskan bahwa seseorang yang pernah 

dipidana tetap dapat mencalonkan diri dalam pemilu sepanjang telah 

menjalani masa pidananya, terbuka tentang riwayatnya kepada publik, dan 

tidak sedang menjalani masa pencabutan hak politik (Hidayat, 2022). 

PTUN Jakarta dalam pertimbangannya menerima seluruh dalil hukum 

yang diajukan oleh Irman Gusman, karena dinilai telah memenuhi unsur 

formil dan materil dalam pembuktian bahwa hak politiknya telah dilanggar 

secara sepihak oleh KPU. Majelis hakim menyatakan bahwa tindakan KPU 

tidak memenuhi prinsip due process of law, karena tidak mempertimbangkan 

fakta bahwa Irman Gusman telah memenuhi syarat rehabilitasi hukum dan 

telah menjalani pidana secara tuntas, serta tidak memberikan kesempatan yang 

adil dan setara bagi yang bersangkutan untuk membela diri dalam proses 

administratif pencalonan yang seharusnya dilakukan secara terbuka, 
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transparan, dan akuntabel sebagaimana prinsip dasar dalam penyelenggaraan 

pemilu yang demokratis. 

Putusan PTUN Jakarta kemudian mengabulkan gugatan tersebut dan 

memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerbitkan surat 

keputusan baru yang menetapkan Irman Gusman sebagai calon anggota 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Sumatera Barat 

dalam Pemilu 2024 (A. Firnanda, 2024). Putusan ini merupakan bagian dari 

mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan 

PTUN tersebut bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak tersedia upaya 

hukum biasa seperti banding atau kasasi (Hadiansyah, 2025), sehingga setiap 

pihak yang kalah perkara, termasuk KPU, wajib tunduk sepenuhnya terhadap 

amar putusan tanpa kecuali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

yang menyatakan bahwa putusan sengketa proses pemilu bersifat final. Oleh 

karena itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan 

bertanggung jawab langsung kepada hukum, memiliki kewajiban mutlak 

untuk menaati dan melaksanakan isi putusan tersebut (Pengadilan et al., 2024). 

Penolakan atau keengganan untuk menjalankan putusan pengadilan tidak 

hanya mencerminkan pelanggaran terhadap asas negara hukum (rechtsstaat), 

tetapi juga merusak integritas dan legitimasi proses pemilu itu sendiri. Dalam 

sistem demokrasi konstitusional, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan 

bentuk nyata penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum dan kontrol 

yudisial terhadap tindakan administrasi negara (H. Ali, 2022).  

Adapun alasan yang dimunculkan KPU sebagai berikut: 

1. Adanya Dualisme Putusan Pengadilan 
KPU beralasan bahwa terdapat putusan lain dari lembaga peradilan 

berbeda yang juga berkaitan dengan status Irman Gusman sebagai 

calon anggota DPD. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-

03/PHPU.DPD/XXII/2024 menolak permohonan Irman Gusman 

terkait sengketa hasil pemilu. Hal ini menimbulkan konflik tafsir di 

tubuh KPU, di mana lembaga ini kemudian memilih melaksanakan 

putusan MK dengan dalih bahwa putusan MK bersifat final dan 
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mengikat (final and binding), sehingga menomorduakan putusan 

PTUN. 

2. Ketiadaan Kekuatan Eksekutorial Nyata dari Putusan PTUN 
Walaupun Pasal 116 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah memberikan 

dasar eksekusi putusan PTUN, faktanya pelaksanaannya masih 

sangat bergantung pada kepatuhan pejabat TUN. Putusan PTUN 

dalam kasus Irman Gusman bersifat deklaratoir–konstitutif, yakni 

membatalkan Keputusan KPU Nomor 1563/2023 sekaligus 

memerintahkan penerbitan keputusan baru. Namun, karena tidak 

ada mekanisme pemaksaan yang langsung mengikat KPU secara 

nyata, maka alasan ini dijadikan pembenar untuk menunda bahkan 

mengabaikan kewajiban eksekusi. 

3. Pertimbangan Stabilitas dan Tahapan Pemilu 
KPU juga menggunakan dalih teknis-politis dengan menyatakan 

bahwa pelaksanaan putusan PTUN di tengah tahapan pemilu 

berpotensi mengacaukan jadwal serta Daftar Calon Tetap (DCT) 

yang sudah ditetapkan. Menurut KPU, perubahan mendadak 

terhadap DCT dapat menimbulkan protes peserta pemilu lain, 

konflik hukum baru, serta gangguan terhadap kepastian tahapan 

pemilu. Walaupun alasan ini tidak relevan secara yuridis, KPU 

menempatkannya sebagai prioritas untuk menjaga kelancaran 

proses elektoral. 

4. Prinsip Ultra Petita dan Batas Kewenangan Peradilan 
Dalam penafsirannya, KPU menilai bahwa amar Putusan PTUN 

telah melampaui kewenangan (ultra petita), sebab PTUN tidak 

hanya membatalkan Keputusan KPU tetapi juga memerintahkan 

penetapan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD. Bagi 

KPU, kewenangan untuk menyelesaikan persoalan hasil pemilu 

seharusnya menjadi ranah Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

Pasal 24C UUD 1945. Oleh karena itu, KPU mendasarkan 

tindakannya pada anggapan bahwa putusan PTUN telah melewati 

batas kewenangan yudisialnya. 

 

Keberatan KPU dalam melaksanakan putusan PTUN tersebut bukan 

hanya menunjukkan resistensi terhadap perintah yudisial, tetapi juga menjadi 

indikasi dari krisis kepatuhan institusional terhadap prinsip negara hukum. 

Dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum 

(the supremacy of law), semua lembaga negara, tanpa terkecuali, terikat untuk 

mematuhi putusan pengadilan (Collins et al., 2021b). Ketika lembaga sebesar 

KPU menunda atau menolak melaksanakan putusan PTUN yang telah final, 

maka hal tersebut mencederai esensi dari negara hukum sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa ―Negara 

Indonesia adalah negara hukum.‖ Negara hukum menuntut semua tindakan 

pemerintahan dan lembaga negara didasarkan pada hukum dan tunduk kepada 

hukum. Oleh karena itu, tindakan KPU yang menunda atau bahkan 

mengabaikan putusan pengadilan sama artinya dengan membangkang 

terhadap hukum itu sendiri, dan hal ini tentu tidak dapat dibenarkan dari sudut 

manapun, baik secara konstitusional, administratif, maupun etis. Kondisi ini 

menjadi lebih mengkhawatirkan ketika melihat posisi KPU sebagai 

penyelenggara pemilu yang semestinya netral, independen, dan profesional. 

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 22E UUD 

1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ditegaskan bahwa KPU 

adalah lembaga independen yang memiliki wewenang menyelenggarakan 

pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, 

keengganan melaksanakan putusan pengadilan menimbulkan persepsi publik 

bahwa KPU tidak bersikap netral dan dapat terpengaruh oleh pertimbangan-

pertimbangan di luar hukum (Alamsyah, n.d.). 

Tidak dilaksanakannya putusan PTUN dalam konteks pemilu memiliki 

implikasi serius terhadap legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Pemilu yang tidak 

menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih—terutama setelah ada 

putusan hukum—berpotensi menjadi tidak sah secara moral dan 

konstitusional. Hal ini membuka ruang gugatan lanjutan dan memperlemah 

kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Setiawan, 2023). Sebagai 

perbandingan, Komisi Pemilihan India (Election Commission of India) secara 

konsisten mematuhi putusan Mahkamah Agung India dalam berbagai sengketa 

pemilu, bahkan ketika putusan tersebut berimplikasi besar terhadap hasil 

pemilu di wilayah tertentu. Kepatuhan ini menunjukkan komitmen terhadap 

rule of law dan menegaskan independensi lembaga pemilu yang sejati, yakni 

yang tunduk kepada hukum dan bukan kekuasaan politik. Di Afrika Selatan, 

Electoral Commission juga tunduk pada putusan Constitutional Court meski 

putusan tersebut berdampak pada komposisi partai dalam pemilu (Devenish, 

2015). 
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Dari perspektif etika administrasi publik, sikap KPU yang enggan 

melaksanakan putusan pengadilan mencerminkan pelanggaran terhadap nilai 

dasar profesionalitas birokrasi publik. Dwight Waldo (1952) menekankan 

bahwa administrasi publik dalam negara demokratis harus beroperasi 

berdasarkan nilai etis seperti akuntabilitas, responsibilitas, dan integritas. KPU 

sebagai lembaga administratif seharusnya menunjukkan komitmen terhadap 

etika hukum dan moral dengan segera melaksanakan putusan pengadilan. 

Kelalaian dalam hal ini tidak hanya melanggar prinsip legalitas, tetapi juga 

menggerus kepercayaan publik terhadap netralitas institusi penyelenggara 

pemilu (Denhardt & Denhardt, 2007). 

Menurut Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 jo.  UU No. 51 Tahun 2009, 

putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum 

tetap (in kracht van gewijsde) bersifat final dan mengikat, dan dapat dilakukan 

eksekusi paksa jika tidak dijalankan (Habibi & Nuryani, 2020).  

Beberapa pakar hukum tata negara telah menegaskan pentingnya 

kepatuhan lembaga negara terhadap putusan pengadilan. Prof. Jimly 

Asshiddiqie menyatakan bahwa: "Setiap putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap merupakan bagian dari hukum positif dan wajib 

ditaati oleh semua pihak, tanpa kecuali, termasuk lembaga negara sekalipun." 

(Asshiddiqie, 2011, hlm. 267). Demikian pula, Prof. Zainal Arifin Mochtar 

menilai bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan ujian sejati dari 

penghormatan lembaga negara terhadap prinsip checks and balances dalam 

sistem demokrasi. Ketidakpatuhan terhadap putusan inkracht adalah bentuk 

pelecehan terhadap supremasi hukum dan berbahaya bagi sistem 

ketatanegaraan (Mochtar, 2020). 

Adapun bentuk keberatan KPU dalam melaksanakan Putusan PTUN 

Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tercermin dalam sejumlah 

tindakan pasif dan tidak kooperatif secara administratif maupun hukum. 

Pertama, KPU tidak segera menindaklanjuti amar putusan yang 

memerintahkan penerbitan surat keputusan baru yang menetapkan Irman 

Gusman sebagai calon anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat 
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(M.Vitorio, 2023). Kedua, KPU tidak menunjukkan itikad untuk 

melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dalam waktu yang wajar, 

meskipun putusan itu bersifat final dan mengikat (Sitinjak, 2024). Ketiga, 

tidak terdapat langkah proaktif dari KPU untuk berkonsultasi atau 

berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, PTUN, maupun lembaga pengawas 

seperti DKPP atau Bawaslu guna memastikan pelaksanaan putusan berjalan 

sesuai koridor hukum (Alaydrus, 2023). Keengganan ini memperlihatkan 

bentuk resistensi terhadap kewajiban konstitusional, serta mencerminkan 

pengabaian terhadap prinsip negara hukum. Ketidakpatuhan terhadap putusan 

peradilan yang telah inkracht tidak hanya melemahkan supremasi hukum, 

tetapi juga menimbulkan preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu yang 

seharusnya menjunjung asas keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan hak 

politik warga negara (Abra & Rahmayani, 2025). 

Keberatan KPU dalam melaksanakan putusan PTUN dibagi menjadi 

tiga bentuk, berdasarkan aspek: administratif, politis, dan normatif. 

1) Keengganan KPU dalam aspek Administratif 

Secara administratif, KPU menunjukkan keengganan yang nyata 

dalam menindaklanjuti amar Putusan PTUN Jakarta Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, yang secara tegas memerintahkan 

KPU untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan Irman 

Gusman sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 

daerah pemilihan Sumatera Barat. Dalam praktiknya, tidak ditemukan 

adanya produk hukum administratif dari KPU, baik berupa surat 

keputusan, surat edaran, instruksi internal, maupun petunjuk teknis 

yang mencerminkan pelaksanaan kewajiban tersebut. Ketiadaan 

dokumen administratif tersebut menjadi indikator kuat bahwa KPU 

mengabaikan proses eksekusi putusan pengadilan, padahal sebagai 

lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki fungsi administratif 

yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk patuh 

terhadap hukum yang berlaku. 



48 

 

 

 

Sebagai lembaga administrasi pemilu, KPU tidak hanya 

bertugas menyelenggarakan tahapan pemilu, tetapi juga bertanggung 

jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap sebagai bagian dari prinsip negara hukum. 

Dalam hal ini, KPU seharusnya merespons putusan yang bersifat final 

dan mengikat tersebut dengan langkah konkret dan terukur, antara lain 

melalui penerbitan keputusan administratif yang baru, pembaruan 

dokumen pencalonan, serta penyampaian informasi kepada publik dan 

peserta pemilu terkait pemenuhan amar putusan. Tidak adanya upaya 

tersebut menunjukkan adanya kelambanan yang serius, bahkan dapat 

dikualifikasikan sebagai bentuk pembangkangan administratif yang 

bertentangan dengan semangat penyelenggaraan pemilu yang 

profesional, akuntabel, dan transparan. (Adolph, 2016b). 

Kegagalan ini mencerminkan bahwa KPU tidak menjalankan 

kewajiban administratif sebagaimana yang diatur secara tegas dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, khususnya yang mengatur 

tentang kewenangan KPU dalam menetapkan dan mengumumkan 

calon anggota legislatif, memberikan landasan hukum yang kuat bagi 

KPU untuk menindaklanjuti putusan PTUN tanpa harus menunggu 

adanya tekanan dari publik atau institusi lain. Ketidakpatuhan ini juga 

mencerminkan lemahnya respons kelembagaan KPU terhadap prinsip 

supremasi hukum dan menimbulkan preseden buruk bagi pelaksanaan 

hukum administrasi pemilu di masa depan. Dalam konteks negara 

hukum, semua pejabat dan institusi wajib tunduk pada hukum, 

termasuk keputusan pengadilan, karena pelaksanaan putusan 

merupakan bagian dari integritas sistem hukum dan kepercayaan 

publik terhadap institusi demokrasi. 

Lebih lanjut, sikap pasif KPU dapat diinterpretasikan sebagai 

bentuk disfungsi administratif, di mana institusi yang seharusnya 

menjunjung tinggi etika penyelenggaraan pemilu justru menunjukkan 
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sikap abai terhadap kewenangan lembaga peradilan. Jika hal ini 

dibiarkan tanpa koreksi, maka tidak hanya mencederai hak politik 

individu yang dijamin konstitusi, tetapi juga menggerus legitimasi 

KPU sebagai lembaga independen yang seharusnya netral, 

profesional, dan tunduk pada norma hukum yang berlaku. Oleh karena 

itu, aspek administratif dari keengganan KPU ini bukan sekadar 

persoalan teknis, melainkan merupakan masalah serius yang berkaitan 

langsung dengan keberfungsian lembaga dalam kerangka demokrasi 

konstitusional. 

2) Keengganan KPU dalam Aspek Politis 

Dari sisi politis, keengganan KPU dalam melaksanakan Putusan 

PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT menunjukkan adanya 

indikasi bahwa lembaga ini lebih mengedepankan pertimbangan 

kestabilan politik dan tahapan pemilu daripada kewajiban hukumnya. 

Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan ke publik, tindakan pasif 

dan diam yang diambil KPU dapat ditafsirkan sebagai bentuk kehati-

hatian politis yang berlebihan, di mana KPU berusaha menghindari 

potensi turbulensi dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan. 

Misalnya, pelaksanaan putusan ini dapat berdampak pada perubahan 

Daftar Calon Tetap (DCT), memunculkan protes dari pihak lain yang 

merasa dirugikan, atau bahkan memicu konflik di internal lembaga 

penyelenggara pemilu sendiri, khususnya di masa menjelang 

pelaksanaan pemilu (KPU 2022, 2016). 

Namun demikian, pertimbangan-pertimbangan politis semacam 

itu tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menunda atau bahkan 

mengabaikan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam kerangka negara 

hukum (rechtstaat), supremasi hukum menempati posisi yang paling 

utama, dan semua lembaga negara—termasuk KPU—terikat secara 

hukum untuk menjalankan keputusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

Mengedepankan pertimbangan politis di atas kepatuhan hukum justru 
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mencerminkan adanya degradasi terhadap nilai-nilai konstitusional 

yang mendasari sistem demokrasi Indonesia. 

Sikap pasif KPU ini dapat dikatakan sebagai bentuk political 

inertia, yakni kecenderungan lembaga untuk tidak bertindak karena 

tekanan atau pertimbangan di luar aspek hukum dan konstitusional. 

Hal ini sangat disayangkan karena sebagai lembaga independen yang 

seharusnya tidak tunduk pada tekanan politik maupun kekuatan lain di 

luar hukum, KPU justru terlihat tidak cukup tegas dalam menjalankan 

mandat hukumnya. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik melalui 

pelaksanaan putusan pengadilan, KPU justru mempertontonkan sikap 

ambigu yang dapat menimbulkan kecurigaan adanya intervensi 

eksternal atau konflik kepentingan yang tidak transparan. 

Lebih lanjut, jika pendekatan politis dijadikan alasan untuk 

menunda pelaksanaan putusan hukum, maka hal ini akan menciptakan 

preseden buruk yang berbahaya bagi masa depan demokrasi elektoral 

Indonesia. Ini karena akan membuka ruang bagi institusi lain untuk 

melakukan hal serupa, yakni mengabaikan keputusan hukum atas nama 

―kestabilan politik‖ atau ―kepentingan strategis nasional‖, yang justru 

dapat menjadi pembenaran bagi pelanggaran hukum oleh lembaga-

lembaga negara. Dalam konteks ini, kestabilan politik tidak boleh 

berdiri di atas supremasi hukum. Justru sebaliknya, stabilitas yang 

berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila setiap lembaga negara, 

termasuk KPU, tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku 

tanpa pandang bulu. 

Terlebih lagi, konstitusi Indonesia secara tegas menjamin 

prinsip kedaulatan hukum dan pengakuan terhadap kekuasaan 

kehakiman yang merdeka. Maka dari itu, jika KPU sebagai lembaga 

administratif publik menunda pelaksanaan putusan PTUN dengan 

dalih menjaga stabilitas pemilu, hal ini bukan hanya melanggar 

hukum, tetapi juga mencederai semangat demokrasi dan prinsip checks 

and balances dalam tata kelola negara. Dalam kerangka tanggung 
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jawab publik, lembaga seperti KPU tidak hanya dituntut profesional 

dalam menjalankan tahapan pemilu, tetapi juga harus menunjukkan 

integritas dan keberanian untuk melaksanakan putusan hukum, 

walaupun hal itu berisiko secara politis. Oleh sebab itu, keengganan 

KPU dalam aspek politis tidak dapat dibenarkan, baik secara yuridis 

maupun etis. Sebagai lembaga independen yang diberikan kepercayaan 

untuk mengelola proses demokrasi, KPU seharusnya menjadi contoh 

pelaksanaan nilai-nilai konstitusional, bukan justru memperlemah 

supremasi hukum dengan berlindung di balik alasan politis yang tidak 

memiliki kekuatan legitimasi hukum. Dalam praktik demokrasi yang 

sehat, semua pertimbangan politis harus ditempatkan di bawah 

kerangka hukum, bukan sebaliknya. 

3) Keengganan KPU dalam Aspek Normatif dan Yuridis 

Secara normatif dan yuridis, sikap KPU yang tidak 

melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

menimbulkan persoalan serius dalam konteks kepatuhan terhadap 

sistem hukum nasional. Setelah sebuah putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka 

putusan tersebut tidak hanya bersifat final, tetapi juga wajib 

dilaksanakan tanpa syarat. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak 

terdapat celah hukum yang membolehkan lembaga eksekutif atau 

administratif seperti KPU untuk mengabaikan, menunda, apalagi 

menolak pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga 

peradilan. Oleh karena itu, tindakan diam dan tidak responsif dari KPU 

dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip 

dasar negara hukum (rechsstaat), di mana segala tindakan 

pemerintahan harus berdasar pada hukum yang berlaku (Keadilan et 

al., 2024). 

Keengganan ini menjadi semakin problematik ketika KPU juga 

tidak menempuh langkah hukum atau koordinatif apa pun yang 

tersedia secara normatif. Misalnya, apabila KPU memiliki keraguan 
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atau keberatan terhadap pelaksanaan teknis putusan, semestinya KPU 

dapat mengajukan klarifikasi atau permohonan penafsiran kepada 

lembaga-lembaga berwenang, seperti Mahkamah Agung atau 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai bentuk kehati-hatian 

administratif dan penghormatan terhadap prinsip due process of law. 

Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa KPU tidak melakukan 

konsultasi atau koordinasi, baik secara terbuka maupun secara internal, 

dengan institusi-institusi pengawasan seperti Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 

maupun Mahkamah Agung. Ketiadaan langkah tersebut memperkuat 

asumsi bahwa KPU tidak memiliki itikad hukum yang sungguh-

sungguh untuk menjalankan kewajiban yuridisnya. 

Padahal, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, lembaga 

negara seperti KPU terikat oleh prinsip legalitas (legality principle) 

dan akuntabilitas hukum. Ketika lembaga penyelenggara pemilu tidak 

melaksanakan putusan pengadilan, maka hal ini berpotensi 

menimbulkan delegitimasi tidak hanya terhadap hasil pemilu, tetapi 

juga terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebab, pengabaian terhadap 

putusan yang sah dan mengikat akan memunculkan preseden buruk 

bahwa lembaga negara bisa memilih mana hukum yang akan 

dilaksanakan dan mana yang diabaikan, sesuai dengan kepentingan 

institusionalnya sendiri. Sikap ini tentu saja bertentangan dengan 

amanat konstitusi, khususnya Pasal 24C dan Pasal 28D ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di 

hadapan hukum bagi seluruh warga negara. 

Dalam perspektif normatif, tindakan KPU tersebut juga 

mencerminkan pengingkaran terhadap asas kepatuhan hukum yang 

menjadi fondasi utama dalam hukum tata negara dan hukum 

administrasi negara. Seharusnya, setiap lembaga negara, termasuk 

KPU, menjunjung tinggi prinsip rule of law, di mana pelaksanaan 

hukum tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan non-yuridis seperti 
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kepentingan politik, tekanan publik, atau kekhawatiran akan dampak 

elektoral. Ketika aspek yuridis yang telah final tidak dijalankan, maka 

hal ini menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang sangat 

berbahaya, terlebih dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang 

membutuhkan stabilitas dan legitimasi hukum yang kuat. Lebih jauh 

lagi, sikap pasif KPU juga berdampak pada perusakan prinsip keadilan 

substantif bagi pihak yang berperkara. Irman Gusman sebagai pihak 

yang telah mendapatkan pengakuan hukum dari PTUN seharusnya 

memperoleh haknya sebagai calon anggota DPD RI, sebagaimana telah 

ditegaskan dalam amar putusan. Namun, ketika putusan tersebut tidak 

dijalankan, maka secara normatif dan yuridis, terjadi pelanggaran 

terhadap hak konstitusional seseorang yang telah ditegaskan oleh 

pengadilan. Dalam konteks ini, KPU tidak hanya lalai secara 

administratif, tetapi juga mencederai asas keadilan dan merusak 

kepercayaan publik terhadap integritas hukum pemilu di Indonesia. 

Dengan demikian, keengganan KPU dalam aspek normatif dan yuridis 

menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata teknis atau 

administratif, tetapi menyentuh persoalan yang lebih dalam, yakni 

krisis kepatuhan terhadap hukum, lemahnya akuntabilitas 

kelembagaan, serta pudarnya komitmen terhadap supremasi hukum 

sebagai pilar utama dalam kehidupan demokratis. Untuk itu, penting 

adanya evaluasi dan reformasi internal di tubuh KPU agar ke depan, 

setiap keputusan hukum dapat dilaksanakan secara profesional, tepat 

waktu, dan berdasarkan asas keadilan serta kepastian hukum. 

Untuk mencegah keengganan lembaga penyelenggara dalam 

melaksanakan putusan hukum, perlu dibentuk mekanisme pengawasan 

hukum oleh lembaga seperti DKPP atau MA. Selain itu, Undang-Undang 

Pemilu sebaiknya diubah untuk memasukkan ketentuan batas waktu 

pelaksanaan putusan PTUN demi menjamin kepastian hukum dan keadilan 

elektoral (Syaifuddin, 2024). 
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Dalam perspektif Hukum Tata Negara, keengganan KPU untuk 

melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dapat 

dianalisis melalui tiga landasan konstitusional utama. Pertama, dari sudut 

pandang asas negara hukum dan supremasi hukum sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hal 

ini mengharuskan setiap lembaga negara, termasuk lembaga independen 

seperti KPU, untuk tunduk dan taat kepada putusan pengadilan. Pengabaian 

terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 

merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum dan mencederai 

otoritas lembaga peradilan (Muhtar et al., 2023). Kedua, secara kelembagaan, 

KPU adalah pelaksana pemilu yang dibentuk untuk menjalankan perintah 

konstitusi dan undang-undang, bukan sebagai penafsir atau penguji putusan 

pengadilan. KPU tidak memiliki kewenangan diskresioner untuk menilai 

kelayakan atau implikasi pelaksanaan putusan peradilan. Sebaliknya, sebagai 

organ administratif, KPU terikat untuk menjalankan semua keputusan hukum, 

termasuk amar putusan PTUN yang memerintahkan agar Irman Gusman 

ditetapkan sebagai calon anggota DPD RI. Penundaan atau pengabaian 

terhadap kewajiban tersebut bertentangan dengan prinsip pemisahan 

kekuasaan dan prinsip checks and balances (Mahara et al., 2024). Ketiga, dari 

sisi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional, 

keengganan KPU telah menciderai hak politik Irman Gusman sebagai warga 

negara untuk dipilih dalam pemilihan umum. Sikap tidak patuh terhadap 

putusan hukum tersebut berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional, 

serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggaraan pemilu. 

Dalam konteks negara demokrasi, pelaksanaan putusan pengadilan yang 

menyangkut hak politik adalah bentuk konkret dari jaminan hukum, keadilan, 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara (Julian, 2023). 

Sedangkan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, sikap KPU yang 

enggan melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar 

ketatanegaraan Islam. Pertama, dari sisi ketaatan pada hukum sebagai prinsip 
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syura (musyawarah) (Zahid, 2013), keputusan hakim (qadhi) dalam sistem 

Islam dipandang sebagai wujud musyawarah yang menghasilkan keadilan (al-

‗adl) (Collins et al., 2021d). Oleh karena itu, menolak atau mengabaikan 

putusan tersebut merupakan bentuk kezaliman birokratik (zulm siyasi) yang 

mencederai nilai-nilai keadilan dan partisipasi umat (Z. Ali, 2012). Kedua, 

dalam hal amanah dan tanggung jawab kekuasaan, KPU sebagai pemegang 

mandat publik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk 

berlaku adil, jujur, dan bertanggung jawab (mas‟uliyyah). Ketidakpatuhan 

terhadap putusan pengadilan menunjukkan sikap khianat terhadap amanah 

rakyat yang diberikan melalui konstitusi dan sistem pemilu (Lubis, 2019). 

Ketiga, berdasarkan konsep taat kepada ulil amri, sebagaimana dijelaskan 

dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

                       

                          

          

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya. 

Umat Islam diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan para 

pemimpin di antara mereka. Dalam konteks negara modern, putusan 

pengadilan adalah bentuk keputusan ulil amri bil haq yang sah dan wajib 

ditaati. Dengan demikian, keengganan KPU dalam melaksanakan putusan 

pengadilan bertentangan langsung dengan prinsip ketaatan terhadap otoritas 

yang adil dalam pandangan Islam (Zuhaili, 2011). 
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2. Sanksi terhadap KPU yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN 

Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

Sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar ―hukum‖ yang berarti 

menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa 

yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum 

perdata (A.Istiqlal Assaad, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

sanksi adalah tindakan-tindakan hukum untuk memaksa seseorang menaati 

aturan atau menaati undang-undang (Pearson et al., 2008). Menurut Achmad 

Ali bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 

dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat(Ahcmad, 

2015). Dengan demikian, pelaksanaan sanksi merupakan bagian tak 

terpisahkan dari sistem hukum itu sendiri karena menunjukkan respons 

negara atau lembaga berwenang terhadap pelanggaran aturan. Jika hukum 

adalah pedoman hidup bersama, maka sanksi merupakan mekanisme korektif 

untuk memastikan bahwa pedoman tersebut tidak dilanggar secara sewenang-

wenang. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam 

konteks lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), sanksi 

berfungsi sebagai batas etik dan hukum atas kewenangan yang diberikan oleh 

undang-undang. 

Sanksi terhadap KPU dalam konteks ini adalah konsekuensi hukum, 

etik, atau administratif yang dapat dijatuhkan kepada Komisi Pemilihan 

Umum sebagai lembaga negara jika terbukti tidak melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan PTUN Jakarta 

Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT (Sulistiyo et al., 2025). Tindakan ini 

tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum formal, 

tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas-asas 

penyelenggaraan negara yang baik (good governance), seperti kepastian 

hukum, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan. Dalam praktiknya, sanksi 

tersebut tidak pernah diterapkan terhadap Komisi Pemilihan Umum dalam 
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konteks perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Putusan berkaitan 

dengan sengketa proses pemilu, khususnya hak suatu partai politik dalam 

tahapan verifikasi dan penetapan peserta pemilu. Ketika KPU tidak 

melaksanakan putusan tersebut, maka hal itu dapat dinilai sebagai 

pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan (Noviyandra, 2025). 

Penelitian ini menemukan beberapa akar permasalahan. Pertama, 

menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum tidak secara tegas mencantumkan sanksi administratif 

maupun etik terhadap KPU jika tidak melaksanakan putusan pengadilan 

(Wangko et al., 2025). Hal ini menciptakan kekosongan norma (legal 

vacuum) dalam hal penegakan keputusan pengadilan dalam konteks 

penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang berlaku 

belum secara komprehensif mengatur konsekuensi hukum apabila KPU 

sebagai institusi negara mengabaikan putusan lembaga yudikatif. Akibatnya, 

tindakan KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN tidak dapat secara 

langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum pemilu (Tauda, 2024). 

Kedua, mengarah pada kelemahan instrumen eksekusi dalam sistem peradilan 

tata usaha negara. Meskipun Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan pengadilan untuk 

meminta atasan pejabat TUN agar memerintahkan pelaksanaan putusan, 

mekanisme tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa. Tidak terdapat sanksi 

apabila permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh atasan pejabat, atau jika 

pejabat tetap tidak melaksanakan perintah tersebut (Herlambang et al., 2023). 

Dengan kata lain, sistem eksekusi putusan PTUN masih bersifat deklaratif, 

bukan eksekutorial, sehingga putusan cenderung hanya bersifat simbolik 

apabila tidak diiringi dengan kemauan institusional dari pihak yang kalah 

perkara (Wahyudi, 2021). Ketiga, menunjukkan bahwa mekanisme 

pengawasan internal dan eksternal terhadap KPU belum berjalan secara 

efektif. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai lembaga 

etik, tidak menindaklanjuti pelanggaran ini sebagai pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu (Widiatmika, 2015). Padahal, sebagai lembaga publik 
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yang bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan integritas, KPU 

seharusnya menjaga komitmen terhadap hukum dan menjadikan pelaksanaan 

putusan pengadilan sebagai bagian dari tanggung jawab etisnya. Namun 

kenyataannya, sikap KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN tidak 

diproses dalam ranah etik, sehingga memperkuat dugaan bahwa keengganan 

tersebut tidak dipandang sebagai pelanggaran yang serius dalam sistem 

kepemiluan (Safrida, 2024), dan semakin menegaskan lemahnya mekanisme 

akuntabilitas horizontal maupun vertikal terhadap lembaga tersebut. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membuka kemungkinan 

dikenakannya sanksi administratif terhadap pejabat publik yang tidak menaati 

putusan pengadilan. Dalam Pasal 80 dan Pasal 81 disebutkan bahwa 

pelanggaran terhadap kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan dapat 

dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, 

penurunan jabatan, hingga pemberhentian (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 2014). Namun, dalam kasus ini, 

tidak satu pun bentuk sanksi administratif tersebut dijatuhkan terhadap 

anggota KPU, baik secara kelembagaan maupun individual. Tidak terdapat 

upaya dari lembaga pemerintah lain, termasuk Presiden, untuk menjalankan 

ketentuan sanksi administratif ini, sehingga aturan tersebut tidak memiliki 

daya laku dalam konteks pelanggaran oleh KPU (Yani et al., 2025). 

Adapun sanksi terhadap KPU yang tidak melaksanakan putusan 

PTUN dibagi menjadi lima bagian yaitu: 

1) Sanksi Administratif 

Dalam kerangka hukum administrasi negara, pejabat publik 

yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dikenai sanksi 

administratif sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 80 dan 

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 
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Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 2014). Ketentuan ini 

memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pejabat yang 

melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak di luar batas 

kewenangannya, atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban hukum 

yang secara normatif telah dibebankan kepadanya. Dalam konteks ini, 

sikap KPU yang tidak segera melaksanakan putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dapat dinilai sebagai bentuk 

pengabaian kewajiban hukum yang berimplikasi pada sanksi 

administratif. 

Sebagai penyelenggara pemilu, anggota KPU memegang 

tanggung jawab yang bersifat publik, dan kedudukannya sebagai 

pejabat administrasi negara tunduk pada prinsip legalitas serta 

akuntabilitas. Oleh karena itu, apabila mereka terbukti melanggar 

ketentuan hukum atau lalai dalam menjalankan putusan pengadilan, 

maka sanksi administratif dapat dikenakan, antara lain dalam bentuk 

teguran tertulis sebagai bentuk peringatan awal, penurunan jabatan 

apabila dianggap tidak lagi layak menjalankan tanggung jawab di 

tingkat tertentu, bahkan sampai pada pemberhentian tetap apabila 

perbuatannya dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hukum dan 

etika jabatan publik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum 

Indonesia telah menyediakan instrumen hukum yang cukup untuk 

menjaga kedisiplinan dan kepatuhan pejabat negara terhadap norma 

hukum yang berlaku. 

Lebih lanjut, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan tata 

usaha negara—yang notabene adalah perintah hukum yang sah, final, 

dan mengikat—merupakan pelanggaran serius dalam konteks hukum 

administrasi. Tidak hanya menunjukkan sikap abai terhadap 

kewajiban formal, tindakan tersebut juga mengarah pada kategori 

perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige 
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overheidsdaad), yakni tindakan yang dilakukan oleh pejabat 

pemerintahan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan 

merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, KPU yang tidak 

melaksanakan putusan PTUN bukan hanya merugikan hak 

konstitusional Irman Gusman sebagai individu, tetapi juga merusak 

tatanan hukum dan mereduksi kewibawaan lembaga peradilan. 

Sanksi administratif dalam hal ini bukan sekadar bentuk 

hukuman, melainkan juga merupakan instrumen penting dalam 

menjaga mekanisme checks and balances dalam sistem 

ketatanegaraan. Tanpa adanya sanksi yang tegas, maka akan terbuka 

ruang bagi lembaga-lembaga negara untuk bertindak sewenang-

wenang dan memilih-milih mana putusan yang akan dilaksanakan dan 

mana yang diabaikan. Oleh karena itu, penegakan sanksi administratif 

sangat penting sebagai wujud pengawasan terhadap kinerja 

kelembagaan negara yang tunduk pada asas legalitas, yaitu asas bahwa 

setiap tindakan pejabat publik harus berdasar pada peraturan 

perundang-undangan, dan asas akuntabilitas, yaitu asas bahwa setiap 

pejabat publik bertanggung jawab atas semua keputusan dan 

tindakannya di hadapan hukum dan masyarakat. 

Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip dasar dalam hukum 

administrasi negara seperti due process, non-discrimination, dan 

proportionality mengharuskan pejabat publik menjalankan tugasnya 

secara jujur, adil, dan sesuai hukum. Dengan demikian, pengabaian 

terhadap putusan pengadilan oleh KPU adalah bentuk pelanggaran 

tidak hanya terhadap norma hukum positif, tetapi juga terhadap prinsip 

moral publik yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks ini, 

keberanian untuk menerapkan sanksi administratif kepada pejabat 

publik yang melanggar, termasuk anggota KPU, merupakan langkah 

strategis untuk memperkuat integritas kelembagaan negara dan 
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menegakkan keadilan dalam sistem demokrasi konstitusional 

Indonesia. 

2) Sanksi Etik oleh DKPP 

Sanksi etik terhadap anggota KPU diatur oleh Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang 

memberikan kewenangan kepada DKPP untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU dan Bawaslu di semua 

tingkatan. Fungsi DKPP bukan sekadar menilai kesalahan prosedural, 

tetapi juga menegakkan standar etik yang mencerminkan prinsip-

prinsip demokrasi dan integritas kelembagaan (Suciara et al., 2025). 

Dalam menjalankan tugasnya, DKPP mengacu pada Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu, yang memuat nilai-nilai fundamental seperti 

integritas, profesionalitas, imparsialitas, akuntabilitas, dan 

independensi. Ketika anggota KPU gagal menjalankan amar putusan 

pengadilan yang bersifat final dan mengikat, tindakan tersebut tidak 

hanya merupakan pelanggaran hukum administratif, tetapi juga dapat 

dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik berat. Hal ini dikarenakan 

ketidakpatuhan terhadap hukum mencerminkan sikap tidak 

profesional, tidak berintegritas, dan berpotensi menurunkan netralitas 

KPU sebagai lembaga independen. Penyelenggara pemilu yang 

membangkang terhadap perintah hukum dapat dipandang tidak layak 

secara etik untuk menjalankan amanah publik yang sangat menentukan 

kualitas demokrasi. 

Dalam konteks kasus ketidakpatuhan terhadap Putusan PTUN 

Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, KPU seharusnya segera 

merespons dan menindaklanjuti amar putusan tersebut dengan 

langkah-langkah administratif konkret. Namun, ketiadaan tindakan 

tersebut membuka ruang untuk penilaian etik oleh DKPP, terutama 

karena tindakan pasif tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi 
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pihak yang telah mendapatkan pengakuan hukum. DKPP dalam 

berbagai putusannya juga telah menegaskan bahwa pengabaian 

terhadap perintah perundang-undangan atau putusan pengadilan dapat 

dianggap sebagai bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 

terutama bila menimbulkan kerugian terhadap hak politik warga 

negara. 

Sanksi etik yang dapat dijatuhkan oleh DKPP bersifat 

berjenjang dan disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. 

Berdasarkan kewenangannya, DKPP dapat menjatuhkan: 

1. Teguran tertulis, apabila pelanggaran dianggap ringan namun tetap 

perlu dikoreksi; 

2. Pemberhentian dari jabatan, misalnya dari jabatan Ketua atau 

Anggota KPU tingkat tertentu apabila dianggap telah kehilangan 

kelayakan etik untuk menduduki posisi strategis; 

3. Pemberhentian tetap, yakni pencabutan status sebagai anggota 

KPU apabila terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk 

pengabaian kewajiban hukum yang berdampak sistemik terhadap 

kepercayaan publik. 

Penting dipahami bahwa etika penyelenggara pemilu tidak 

hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki kekuatan legal, karena 

pelanggarannya bisa mengakibatkan sanksi konkret yang memengaruhi 

karier, jabatan, dan legitimasi individu maupun institusi. Oleh karena 

itu, penyelenggara pemilu dituntut untuk tidak hanya taat pada hukum 

tertulis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etik yang melekat 

pada profesi mereka sebagai pelayan demokrasi. Pelanggaran terhadap 

kode etik akan menurunkan martabat lembaga, menciptakan krisis 

kepercayaan publik, dan pada akhirnya merusak kredibilitas pemilu 

sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional. 

Lebih jauh, dalam kerangka public accountability, mekanisme 

etik yang dijalankan DKPP juga berfungsi sebagai benteng moral yang 

membedakan penyelenggara pemilu dari aktor-aktor politik. Ketika 
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anggota KPU gagal menjaga integritas etiknya, maka batas antara 

penyelenggara yang netral dan pelaku politik partisan akan menjadi 

kabur, dan ini berbahaya bagi demokrasi. Oleh sebab itu, sanksi etik 

dari DKPP harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem 

pertanggungjawaban publik yang menjamin bahwa kekuasaan yang 

dikelola oleh penyelenggara pemilu tidak digunakan secara sewenang-

wenang atau untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan 

hukum dan keadilan pemilu. 

3) Sanksi Yuridis (Hukum Positif) 

Secara yuridis, keengganan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT merupakan bentuk pelanggaran 

terhadap kewajiban hukum yang telah diatur secara tegas dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 

116 ayat (1) disebutkan bahwa "Pejabat Tata Usaha Negara wajib 

melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap." Ketentuan ini bersifat imperatif, artinya tidak memberi 

ruang bagi pejabat yang kalah untuk menunda, menolak, atau 

mengabaikan pelaksanaan amar putusan tersebut (P2, 2024). 

Jika pejabat atau lembaga yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan 

putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pihak yang 

menang perkara dapat mengajukan permohonan pelaksanaan 

(eksekusi) putusan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2). Dalam prosesnya, PTUN 

dapat mengirimkan surat teguran (aanmaning) kepada pejabat yang 

bersangkutan, dan apabila teguran tidak diindahkan dalam jangka 

waktu 60 hari, maka pengadilan dapat meminta kepada instansi atasan 

atau Presiden untuk mengambil langkah administratif atau sanksi 

kepada pejabat tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum 
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positif Indonesia telah menyediakan jalur formal untuk menindak 

pejabat yang tidak taat hukum, termasuk anggota lembaga kolektif 

seperti KPU. 

Walaupun realisasi eksekusi terhadap lembaga kolektif 

kollegial seperti KPU memiliki tantangan tersendiri, terutama karena 

tidak ada satu individu tunggal yang menjadi penanggung jawab 

penuh, tetapi pengabaian terhadap putusan tetap dapat dipandang 

sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige 

overheidsdaad). Sikap pasif KPU mencerminkan ketidakpatuhan 

terhadap asas supremasi hukum yang menjadi fondasi dari negara 

hukum (rechtstaat). Dalam sistem hukum Indonesia, pejabat publik 

yang melanggar kewajiban hukum semacam ini tidak hanya dapat 

dimintai pertanggungjawaban secara administratif, tetapi juga secara 

hukum melalui mekanisme pengadilan maupun pengawasan 

kelembagaan. 

Konsekuensi dari pelanggaran ini dapat meluas pada aspek 

reputasional dan kelembagaan, di mana nama-nama pejabat KPU yang 

terbukti melanggar kewajiban hukum dapat dicatat dalam daftar hitam 

pelayanan publik, atau menjadi catatan negatif dalam evaluasi kinerja 

lembaga oleh instansi pengawas seperti Kementerian Dalam Negeri, 

Bawaslu, Ombudsman Republik Indonesia, atau bahkan dalam proses 

seleksi keanggotaan KPU periode berikutnya oleh DPR dan Presiden. 

Hal ini penting sebagai bentuk tekanan institusional agar lembaga-

lembaga negara, termasuk KPU, tunduk pada ketentuan hukum dan 

tidak bertindak di luar batas kewenangan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, apabila pelanggaran hukum ini menimbulkan 

kerugian terhadap hak individu atau masyarakat luas, maka tidak 

menutup kemungkinan adanya gugatan perdata terhadap negara (KPU 

sebagai bagian dari organ negara) berdasarkan prinsip tanggung jawab 

negara (state liability). Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, telah 

diakui bahwa kelalaian atau kesengajaan pejabat negara dalam 
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menjalankan kewajiban hukum dapat menjadi dasar untuk tuntutan 

ganti rugi. Dengan demikian, implikasi yuridis dari ketidakpatuhan 

KPU ini tidak hanya terbatas pada ranah administratif, tetapi juga 

dapat meluas ke ranah perdata dan bahkan pidana jika ditemukan unsur 

penyalahgunaan wewenang secara sistematis. Dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pelaksanaan sanksi 

yuridis terhadap KPU tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk 

hukuman, tetapi juga sebagai instrumen penegakan supremasi hukum 

dan perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi. 

Kegagalan untuk menegakkan putusan pengadilan akan menciptakan 

preseden buruk, di mana lembaga negara merasa memiliki kebebasan 

untuk mengabaikan hukum tanpa konsekuensi. Oleh karena itu, 

implementasi sanksi yuridis harus dilihat sebagai bagian integral dari 

upaya pembenahan sistem ketatanegaraan yang menjunjung tinggi 

prinsip rule of law dan penghormatan terhadap putusan lembaga 

peradilan. 

4) Sanksi Maladministrasi oleh Ombudsman 

Dalam konteks pengawasan terhadap pelayanan publik, 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki peran strategis 

sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang dilakukan oleh 

lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia, lembaga ini berwenang menyelidiki, memeriksa, dan 

menilai adanya dugaan maladministrasi, yaitu perilaku atau tindakan 

melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang 

untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, 

termasuk juga kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 

penyelenggaraan pelayanan public (Aceh, 2024). 
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Sikap pasif KPU dalam melaksanakan Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, terutama ketika tidak terdapat upaya 

konkret untuk memenuhi amar putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap, dapat dikategorikan sebagai pengabaian kewajiban hukum dan 

bahkan penundaan berlarut (undue delay). Dalam terminologi 

maladministrasi menurut Ombudsman, tindakan semacam ini 

tergolong pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pelayanan publik 

yang baik, yakni kecepatan, kepastian hukum, kepastian waktu, serta 

penghormatan terhadap hak masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat 

sebagai pemilih, maupun pihak yang dirugikan secara langsung—

dalam hal ini Irman Gusman—berhak mendapatkan kepastian hukum 

dari lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menjamin keadilan 

elektoral. 

Dugaan maladministrasi ini dapat dilaporkan kepada 

Ombudsman untuk ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan secara 

tertulis maupun lisan. Apabila terbukti terjadi maladministrasi, 

Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi resmi yang ditujukan 

kepada lembaga yang dilaporkan, dalam hal ini KPU, serta dapat 

ditembuskan kepada instansi yang berwenang seperti Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPAN-RB), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP), atau bahkan Presiden Republik Indonesia. Rekomendasi ini 

bersifat mengikat secara moral dan administratif, dan meskipun tidak 

bersifat memaksa secara hukum seperti putusan pengadilan, namun 

kegagalan dalam menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dapat 

menjadi catatan buruk dalam evaluasi kelembagaan dan reputasi publik 

KPU. 

Lebih jauh, dalam konteks hukum tata negara modern, 

Ombudsman berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan 

administratif terhadap kinerja pejabat publik, sehingga ketika 

rekomendasi Ombudsman diabaikan, hal itu akan memperkuat dugaan 
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adanya resistensi terhadap prinsip akuntabilitas publik. Selain itu, 

rekomendasi Ombudsman dapat menjadi dasar pertimbangan dalam 

penjatuhan sanksi administratif oleh lembaga lain, termasuk 

pemberhentian dari jabatan atau tindakan korektif kelembagaan. 

Dalam beberapa kasus sebelumnya, rekomendasi Ombudsman juga 

dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan nasional guna mencegah 

terulangnya praktik-praktik maladministrasi serupa di masa 

mendatang. 

Ketika KPU tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sah, 

hal itu tidak hanya berdampak pada satu individu, tetapi juga merusak 

kepercayaan masyarakat terhadap netralitas, integritas, dan 

profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu secara keseluruhan. 

Ketidaktaatan tersebut menciptakan kesan bahwa lembaga negara 

dapat bertindak di luar hukum tanpa konsekuensi yang memadai, dan 

hal ini sangat berbahaya dalam konteks demokrasi yang menjunjung 

tinggi prinsip rule of law dan public accountability. Oleh karena itu, 

pengawasan eksternal oleh Ombudsman menjadi penting untuk 

memastikan bahwa semua lembaga negara tetap berada dalam koridor 

hukum dan etika pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, sanksi 

maladministrasi dari Ombudsman bukan hanya sebagai peringatan 

moral, tetapi juga sebagai alat koreksi struktural yang memiliki daya 

tekan signifikan terhadap lembaga publik. Dalam hal ini, rekomendasi 

Ombudsman dapat berfungsi sebagai bentuk tekanan sosial dan politik 

yang kuat, agar KPU tidak terus-menerus mengabaikan kewajibannya, 

terutama ketika hal tersebut menyangkut pelaksanaan putusan hukum 

yang final dan mengikat. 

5) Sanksi Sosial-Politik dan Moral 

Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai 

penyelenggara pemilu tidak menjalankan putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap, maka secara moral dan politik, 

lembaga tersebut menghadapi risiko serius kehilangan legitimasi 
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publik sebagai institusi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip 

demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. KPU bukanlah sekadar 

pelaksana teknis pemilu, melainkan juga simbol dari keberfungsian 

sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, 

ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan—sebagaimana yang 

terjadi dalam konteks Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT—secara langsung mencederai nilai-

nilai moralitas publik dan prinsip ketaatan hukum yang menjadi 

fondasi negara hukum demokratis (Collins et al., 2021a). 

Ketika KPU mengabaikan putusan pengadilan, publik tidak 

hanya melihatnya sebagai tindakan administratif biasa, tetapi juga 

sebagai indikasi adanya keberpihakan atau penyalahgunaan kekuasaan. 

Akibatnya, muncul delegitimasi sosial, yaitu berkurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan tindakan dan keputusan 

KPU secara keseluruhan, termasuk dalam proses verifikasi, penetapan 

calon, penghitungan suara, maupun rekapitulasi hasil pemilu. 

Sanksi sosial-politik yang timbul dari pelanggaran semacam 

ini bersifat multidimensi. Pertama, secara elektoral, publik yang 

merasa kecewa dapat mengekspresikan ketidakpercayaannya melalui 

partisipasi politik yang rendah, meningkatnya golongan putih (golput), 

atau bahkan aksi protes terhadap hasil pemilu. Kedua, secara politik 

kelembagaan, ketidaktaatan KPU terhadap putusan hukum dapat 

memperlemah posisi institusionalnya dalam hubungan dengan 

lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk DPR, Presiden, dan 

Mahkamah Konstitusi. Ketiga, secara moral publik, tindakan tersebut 

membentuk persepsi bahwa hukum tidak lagi menjadi instrumen 

keadilan, tetapi hanya formalitas yang bisa diabaikan oleh lembaga 

negara yang merasa memiliki kekuasaan dan posisi dominan. 

 Dalam perspektif siyasah dusturiyah, perilaku demikian 

disebut sebagai bentuk dzalim birokratis, yaitu tindakan otoritas yang 

mengingkari prinsip keadilan dan amanah (al-amanah). Sanksi moral 
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dalam Islam ditimpakan kepada pemimpin yang tidak melaksanakan 

hukum secara adil dan merusak kepercayaan masyarakat. Dalam hadis 

riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kamu adalah 

pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban 

atas yang dipimpinnya.” Artinya, pengabaian hukum oleh lembaga 

seperti KPU adalah bentuk kezaliman institusional yang akan 

dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat (Al-Mawardi, 

2000). 

Dilihat dari dasar hukum sanksi terhadap Komisi Pemilihan 

Umum yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

1. KPU sebagai Lembaga Negara Independen 

KPU adalah lembaga yang bersifat independen menurut Pasal 22E 

ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi ―Pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri‖(Bruce, 2013) dan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

KPU bersifat independen yang artinya tidak dikendalikan 

pemerintah atau partai politik, tetapi KPU bukan supra-konstitusional. 

Artinya,KPU tidak berada diatas hukum dan konstitusi. KPU tetap 

harus patuh pada UUD 1945, Undang-Undang, dan Putusan 

Pengadilan termasuk putusan PTUN. Menolak melaksanakan putusan 

pengadilan berarti melanggar hukum dan mencederai prinsip negara 

hukum (Maria Farida, 2007).  

2. KPU sebagai Badan Tata Usaha Negara 

a. Dalam hukum administrasi negara, KPU adalah pejabat tata 

usaha negara (TUN) karena mengeluarkan keputusan 

administrasi (SK) yang bisa disengketakan (Putri et al., 2025). 

b. Maka, KPU adalah subjek hukum yang bisa dikenai sanksi jika 

tidak menjalankan putusan TUN (Amalia et al., 2024). 
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Dalam perspektif Hukum Tata Negara, tindakan KPU yang 

tidak melaksanakan Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT merupakan bentuk pelanggaran serius 

terhadap prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945. Negara hukum menuntut seluruh penyelenggara 

negara, termasuk lembaga independen seperti KPU, untuk tunduk dan 

taat terhadap hukum, termasuk putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap (Al Mutmain, 2024). Lebih lanjut, tindakan 

tersebut juga bertentangan dengan Pasal 24A dan 24C UUD 1945 yang 

menegaskan kewenangan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan 

hukum dan keadilan. Namun demikian, terdapat kekosongan normatif 

yang signifikan karena tidak adanya sanksi yang secara tegas dan 

langsung mengikat terhadap lembaga negara seperti KPU ketika 

melakukan pembangkangan hukum. Baik dalam UUD 1945 maupun 

dalam Undang-Undang Pemilu, belum diatur secara eksplisit 

mekanisme sanksi terhadap institusi negara yang tidak melaksanakan 

putusan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan atau 

amandemen hukum positif untuk memperkuat efektivitas sanksi, 

memastikan supremasi hukum, dan menjaga marwah lembaga 

peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Ramdhani, 2024). 

Tanpa adanya pembaruan hukum yang memuat ketentuan sanksi tegas, 

maka akan terjadi pengulangan sikap abai terhadap putusan pengadilan 

oleh lembaga negara lainnya di masa depan. 

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penyelenggaraan 

kekuasaan publik, termasuk dalam konteks pemilu, merupakan bagian 

dari amanah (al-amanah) yang harus dijalankan secara adil dan 

bertanggung jawab. Setiap pemegang kekuasaan, seperti KPU, 

diwajibkan untuk menunaikan tugasnya sesuai prinsip keadilan (al-

„adl) dan kepatuhan terhadap hukum (Camuendo, 2016). 

Ketidakpatuhan terhadap putusan hukum, sebagaimana dilakukan KPU 

terhadap Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, dalam 
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hukum Islam dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap 

amanah kekuasaan (khiyanat al-sulthan) yang layak mendapatkan 

sanksi moral dan social (Juliana, 2022). Sanksi dalam siyasah 

dusturiyah bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi berfungsi sebagai 

sarana untuk menegakkan maqashid al-siyasah (tujuan bernegara), 

yaitu menjaga keadilan, keteraturan, dan kemaslahatan umat. 

Kekuasaan yang tidak diimbangi dengan mekanisme sanksi berpotensi 

menimbulkan tirani (istibdad), yaitu penyalahgunaan wewenang yang 

merusak legitimasi kepemimpinan dan tatanan sosial. Oleh karena itu, 

dalam pandangan siyasah dusturiyah, sanksi terhadap penguasa atau 

lembaga yang menyimpang dari hukum adalah bagian integral dari 

sistem checks and balances dalam Islam (Zikri, 2014). Bahkan, dalam 

konteks ini, umat memiliki hak untuk melakukan amar ma‟ruf nahi 

munkar terhadap penguasa yang abai terhadap hukum, termasuk 

melalui jalur politik, hukum, atau sosial sebagai bentuk perlawanan 

terhadap kezaliman birokratis yang merusak nilai-nilai keadilan. 

B. Pembahasan 

1. Alasan Hukum KPU tidak Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

Keberatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan 

Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT bukan hanya 

menjadi masalah teknis administratif, melainkan mencerminkan persoalan 

serius dalam tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Sebagai lembaga 

independen yang diberi amanah oleh konstitusi untuk menyelenggarakan 

pemilu, KPU tetap terikat pada prinsip negara hukum, sehingga setiap 

putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat harus dipatuhi tanpa 

pengecualian (Ramdhani, 2024). Namun, dalam kenyataannya, sikap pasif 

KPU dalam menindaklanjuti putusan tersebut menunjukkan adanya 

resistensi terhadap supremasi hukum dan pengabaian terhadap prinsip 

checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Keengganan ini 

dilandasi oleh beberapa alasan: a) Putusan PTUN dianggap bertentangan 
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dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang 

menyatakan bahwa mantan terpidana harus menjalani masa tunggu lima 

tahun sebelum mencalonkan diri kembali (PUTUSAN Nomor 12/PUU-

XXI/2023PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXI/2023, 2023). b) KPU mengacu 

pada etika penyelenggaraan pemilu dan prinsip integritas untuk menolak 

pencalonan Irman Gusman karena latar belakang kasus korupsi (Chalik, 

2024). 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan PTUN Jakarta 

Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT serta tindakan Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) setelah putusan tersebut, diperoleh beberapa temuan pokok: 

1) Putusan PTUN bersifat Final dan Mengikat 

Putusan PTUN Jakarta tersebut memerintahkan KPU untuk menetapkan 

kembali Irman Gusman sebagai calon anggota DPD RI daerah pemilihan 

Sumatera Barat. Sesuai Pasal 471 ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum mengatur tentang definisi Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu, yang mana putusan PTUN terhadap sengketa proses Pemilu 

bersifat final dan wajib dilaksanakan maksimal dalam 3 hari kerja 

(Febriani Wardojo, 2018). 

2) KPU menolak melaksanakan Putusan PTUN  

KPU berpendapat bahwa Putusan PTUN bertentangan dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023 dan ketentuan etik bahwa 

mantan narapidana korupsi tidak layak dicalonkan kembali tanpa jeda 

waktu 5 tahun, sehingga mereka tidak menindaklanjuti perintah PTUN 

(PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXI/2023PUTUSAN Nomor 12/PUU-

XXI/2023, 2023). 

3) Keluarnya Surat perintah Eksekusi oleh PTUN 

Karena KPU tidak melaksanakan putusan, PTUN Jakarta mengeluarkan 

surat perintah eksekusi pada awal Januari 2024. Namun, surat ini pun tidak 

dilaksanakan oleh KPU dengan alasan normatif dan konstitusional (Fizria 

Cahya & Suryono, 2024). 
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4) Timbulnya Ketidakpastian Hukum dan memperlihatkan adanya konflik 

antara kewenangan peradilan administrasi dengan lembaga 

penyelenggara pemilu (Raden, 2024). 

Dari perspektif hukum tata negara, tindakan KPU yang menunda 

atau bahkan mengabaikan pelaksanaan putusan PTUN mencederai asas 

negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 

1945 (Zefri, 2024). KPU tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau 

menafsirkan ulang putusan pengadilan, karena fungsi tersebut adalah 

domain kekuasaan yudikatif. Oleh karena itu, sikap KPU telah keluar dari 

batas peran administratif dan melampaui kewenangan konstitusionalnya. 

KPU bukanlah lembaga yudikatif dan tidak memiliki kewenangan menilai, 

mengoreksi, atau menafsirkan ulang putusan pengadilan. Tindakan seperti 

itu secara jelas melampaui batas kewenangan administratif KPU dan 

berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan (separation of 

powers) yang menjadi pilar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

(Widiatmika, 2025).  

Namun, di tengah kritik terhadap sikap KPU tersebut, muncul pula 

pandangan berbeda yang mencoba memaklumi, atau bahkan 

membenarkan, sikap kehati-hatian KPU dalam mengeksekusi putusan 

PTUN. Pihak yang berpandangan demikian berargumen bahwa dalam 

konteks penyelenggaraan pemilu, yang merupakan kegiatan politik dan 

teknis yang sangat kompleks dan berlapis-lapis, KPU perlu memastikan 

bahwa pelaksanaan suatu putusan tidak menimbulkan benturan hukum 

dengan ketentuan lainnya, termasuk dengan tahapan pemilu yang sudah 

berjalan (Asshiddiqie, 2021). Dalam beberapa kasus, putusan PTUN 

dianggap tidak mempertimbangkan sepenuhnya dimensi administratif dan 

waktu pelaksanaan pemilu yang sangat ketat. Selain itu, sebagian pihak 

juga berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia belum menyediakan 

mekanisme eksekusi putusan PTUN yang cukup kuat, karena sifatnya 

yang lebih deklaratif ketimbang eksekutorial. Hal ini membuka ruang bagi 

KPU untuk menunda pelaksanaan dengan dalih sedang melakukan 
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penyesuaian atau konsultasi lintas lembaga. Meskipun pandangan tersebut 

menggambarkan kompleksitas praktik hukum dan administrasi negara, 

namun dari perspektif murni hukum tata negara, alasan-alasan tersebut 

tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk membangkang terhadap 

putusan pengadilan (Arsil,2019). Dalam sistem konstitusional yang sehat, 

seluruh lembaga negara wajib tunduk pada putusan pengadilan sebagai 

wujud penghormatan terhadap kekuasaan kehakiman yang independen 

(Asshiddiqie, 2009:34). Tindakan mengabaikan atau menunda pelaksanaan 

putusan justru menciptakan preseden buruk, yakni bahwa lembaga 

eksekutif atau administratif bisa memilih-milih mana putusan yang ingin 

dijalankan, dan mana yang tidak. Jika hal ini dibiarkan, maka prinsip 

supremasi hukum (the supremacy of law) yang menjadi fondasi negara 

hukum akan tergerus, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara 

akan semakin menurun (Huda,2005: 219). 

Keengganan ini juga berdampak langsung pada pelanggaran hak 

konstitusional Irman Gusman sebagai warga negara untuk dipilih, serta 

memperburuk legitimasi pemilu sebagai proses demokrasi yang 

seharusnya adil dan transparan. Keengganan KPU melaksanakan putusan 

PTUN merupakan pelanggaran terhadap prinsip: a) Asas supermasi hukum 

bahwa setiap lembaga negara wajib tunduk pada putusan pengadilan 

(Mahda et al., 2025). b) Pasal 115 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, 

Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan 

(Marbun, 1986). c) Pasal 471 ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu, Putusan pengadilan wajib dilaksanakan oleh KPU dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) hari kerja (UU No.7 2019 Pemilu Serentak, 2017). 

Tindakan KPU yang menolak putusan menunjukkan adanya arogansi 

kelembagaan serta ketidakpahaman terhadap sistem peradilan administrasi. 

Hal ini menunjukkan terjadinya konflik tafsir antara putusan PTUN dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi. 
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Dalam siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan islam), 

penolakan KPU dapat dikategorikan sebagai khiyanah (pengingkaran 

terhadap amanah rakyat). Keengganan KPU dapat dikategorikan sebagai 

bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar dalam tata kelola kekuasaan 

Islam. Menolak atau mengabaikan putusan pengadilan yang sah sama 

dengan menolak keputusan ulil amri bil haq yang wajib ditaati. Hal ini 

bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan ketaatan terhadap 

hukum yang merupakan fondasi utama dalam konsep siyasah Islamiyah. 

Ketidaktaatan KPU tidak hanya menjadi masalah legal-formal, tetapi juga 

merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan mencederai 

semangat keadilan yang menjadi nilai inti demokrasi dan Islam. Dalam 

Islam, seorang amir atau pemegang kekuasaan wajib melaksanakan hukum 

yang berlaku dan menghormati keputusan peradilan yang adil (Romli SA, 

2014). Tercantum dalam QS An-Nisa‘ : 58 

                           

                           

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. 

Selain itu, problematika yang muncul dalam perkara pencalonan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Irman Gusman tidak 

hanya berhenti pada aspek pelaksanaan putusan PTUN, melainkan juga 

berkaitan dengan adanya dualisme putusan pengadilan yang saling 

bertentangan. Hal ini berawal dari adanya Putusan PTUN Jakarta Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang mengabulkan gugatan Irman Gusman 

dan memerintahkan KPU untuk menetapkannya kembali sebagai calon 

tetap anggota DPD Sumatera Barat. PTUN dalam pertimbangannya 
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menekankan bahwa hak konstitusional warga negara untuk dipilih 

merupakan hak fundamental yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga tidak 

dapat dikesampingkan secara sewenang-wenang meskipun yang 

bersangkutan adalah mantan terpidana korupsi. 

Namun di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan 

Nomor 12/PUU-XXI/2023 justru menegaskan larangan bagi mantan 

narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Dalam 

pertimbangannya, MK berpendapat bahwa lembaga DPD sebagai 

representasi daerah menuntut figur yang memiliki integritas moral tinggi, 

sehingga mantan terpidana korupsi dipandang tidak layak mencalonkan 

diri. MK menekankan aspek moral-etik dan integritas kelembagaan untuk 

menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan negara. 

Kedua putusan tersebut menimbulkan pertentangan normatif. 

PTUN berorientasi pada perlindungan hak konstitusional individu, 

sedangkan MK menekankan integritas lembaga negara. Akibatnya, KPU 

berada dalam posisi dilematis: melaksanakan putusan PTUN berpotensi 

melanggar Putusan MK, sementara mengikuti Putusan MK berarti 

mengabaikan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. 

Fenomena ini melahirkan dualisme putusan pengadilan dalam 

penyelenggaraan pemilu, yang berdampak pada ketidakpastian hukum 

(rechts onzekerheid) dan menurunkan kewibawaan peradilan serta 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. 

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, dualisme ini menunjukkan 

adanya tumpang tindih kewenangan yudisial antara PTUN sebagai 

pengadilan administrasi dengan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal 

konstitusi. Seharusnya kedua lembaga ini memiliki batas yurisdiksi yang 

jelas dan tidak saling bertentangan. Sementara dalam perspektif Siyasah 

Dusturiyah, hal ini memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip syura 

(musyawarah) dan al-„adl (keadilan hukum), karena perbedaan tajam antar 

lembaga peradilan justru menciptakan kebingungan bagi rakyat dan 

mengurangi legitimasi demokrasi elektoral. 
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Dengan demikian, problematika pelaksanaan putusan pengadilan 

dalam perkara ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

konstitusional dan etis. Ketidakpastian hukum akibat dualisme putusan 

antara PTUN dan MK menunjukkan perlunya reformulasi kewenangan 

peradilan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memutus perkara yang 

berkaitan dengan hak politik warga negara. Jika tidak, dalam jangka 

panjang hal ini berpotensi melemahkan prinsip negara hukum serta 

meruntuhkan legitimasi proses demokrasi di Indonesia. 

 

2. Sanksi terhadap KPU yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN 

Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT 

Sanksi merupakan instrumen penting dalam sistem hukum untuk 

menegakkan kepatuhan dan menjaga kewibawaan norma hukum. Dalam 

konteks ini, sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak 

melaksanakan Putusan PTUN Jakarta Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT harus dilihat sebagai tanggapan sistem 

hukum terhadap tindakan pembangkangan terhadap otoritas pengadilan. 

Sebagaimana dijelaskan oleh A. Istiqlal Assaad (2017), istilah ―sanksi‖ 

berasal dari kata dasar hukum yang berarti tindakan menetapkan atau 

memutuskan suatu aturan hukum terhadap peristiwa hukum, tidak terbatas 

pada hukum pidana tetapi juga mencakup ranah hukum perdata dan 

administrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan 

sebagai tindakan hukum yang digunakan untuk memaksa individu atau 

institusi menaati aturan atau hukum (Pearson et al., 2008). Oleh karena itu, 

ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN oleh KPU merupakan pelanggaran 

serius yang seharusnya menimbulkan konsekuensi yuridis dan 

administratif. 

Namun, penelitian ini tidak menemukan satu pun bentuk sanksi 

yang dijatuhkan terhadap KPU dalam kasus ini. Padahal, Putusan PTUN 

Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT bersifat final dan mengikat, 

sehingga wajib dilaksanakan. Ketika KPU gagal melaksanakannya, 
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perbuatan tersebut seharusnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran 

hukum tata usaha negara. Ada tiga temuan utama yang menjadi perhatian 

dalam konteks ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu belum secara eksplisit mengatur sanksi administratif 

maupun etik terhadap penyelenggara pemilu yang tidak menjalankan 

putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (legal 

vacuum) yang berdampak langsung pada lemahnya daya paksa hukum 

terhadap institusi seperti KPU (UU No.7 2019 Pemilu Serentak, 2017). 

Akibatnya, meskipun secara normatif KPU memiliki kewajiban untuk 

tunduk pada putusan hukum, secara faktual tidak terdapat instrumen 

hukum yang dapat digunakan untuk memberikan konsekuensi langsung 

atas pembangkangan tersebut. Dalam ketiadaan norma ini, putusan PTUN 

menjadi hanya simbolik, tidak memiliki implikasi praktis yang kuat jika 

tidak dilaksanakan secara sukarela (Rishan, 2024). Kedua, kelemahan 

sistem eksekusi putusan PTUN memperparah persoalan tersebut. Pasal 

116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memang memberikan ruang 

bagi pengadilan untuk meminta atasan pejabat TUN agar memerintahkan 

pelaksanaan putusan, namun mekanisme ini bersifat deklaratif, bukan 

eksekutorial. Tidak ada ancaman hukum terhadap pejabat atau institusi 

yang tidak melaksanakan perintah tersebut. Dalam konteks KPU yang 

merupakan lembaga kolektif independen, tidak terdapat atasan langsung 

yang secara hierarkis bisa memerintahkan pelaksanaan putusan, sehingga 

ketentuan tersebut tidak efektif (Huda, 2016). Dengan demikian, sistem 

eksekusi hukum tata usaha negara belum memberikan solusi yang konkret 

terhadap persoalan ketidakpatuhan oleh lembaga negara yang bersifat 

independen seperti KPU. Ketiga, mekanisme pengawasan internal dan 

eksternal terhadap KPU belum menunjukkan respons yang memadai 

terhadap kasus ini. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 

yang memiliki wewenang untuk menilai dan menjatuhkan sanksi etik 

terhadap penyelenggara pemilu, tidak menindaklanjuti pelanggaran ini 

sebagai pelanggaran kode etik (Sulistiyo et al., 2025). Padahal, dalam 
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konteks profesionalisme penyelenggara pemilu, ketidakpatuhan terhadap 

putusan hukum merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip integritas 

dan akuntabilitas. DKPP seharusnya memproses tindakan tersebut sebagai 

pelanggaran etik berat, dan menjatuhkan sanksi yang setimpal, seperti 

peringatan keras, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian 

tetap (Isra, 2013). 

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan sesungguhnya telah membuka ruang untuk 

pemberian sanksi administratif terhadap pejabat publik yang tidak 

melaksanakan putusan hukum (Collins et al., 2021c). Pasal 80 dan 81 UU 

ini mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pelaksanaan putusan 

pengadilan dapat dijatuhi sanksi seperti teguran tertulis, penurunan 

pangkat, hingga pemberhentian. Namun, dalam praktiknya, tidak satu pun 

dari ketentuan ini digunakan terhadap anggota KPU dalam perkara ini. 

Tidak ada tindakan dari Presiden atau Kementerian terkait untuk 

menjalankan sanksi tersebut. Hal ini memperkuat kesan bahwa aturan 

yang ada tidak memiliki kekuatan implementatif terhadap lembaga 

independen seperti KPU, yang secara formal tidak berada dalam struktur 

pemerintahan eksekutif (Nate et al., 2023). 

Jenis sanksi terhadap KPU yang seharusnya dapat dikenakan 

secara teoretis terbagi ke dalam lima kategori: sanksi administratif, sanksi 

etik, sanksi yuridis, sanksi maladministrasi, dan sanksi sosial-politik. 

Klasifikasi ini penting untuk memperlihatkan bahwa pelanggaran hukum 

oleh lembaga publik tidak hanya dapat direspons melalui satu jalur sanksi 

semata, melainkan dapat dijangkau dari berbagai aspek normatif, etik, dan 

sosial. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, penurunan jabatan, 

hingga pemberhentian sebagaimana diatur dalam UU Administrasi 

Pemerintahan. Dalam praktiknya, sanksi administratif ini dapat dijatuhkan 

oleh atasan langsung pejabat atau oleh Presiden sebagai pejabat pembina 

kepegawaian nasional, tergantung pada tingkat dan bobot pelanggaran. 

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat efek jera serta mendorong 
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pembenahan internal di lingkungan penyelenggara pemilu (Aulia et al., 

2025). Sanksi etik berada dalam kewenangan DKPP dan berkaitan dengan 

pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas penyelenggara pemil. DKPP 

memiliki mandat konstitusional untuk menjaga integritas, independensi, 

dan kredibilitas penyelenggara pemilu melalui mekanisme persidangan 

etik, sehingga tindakan KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan 

seharusnya dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan 

dan etika publik (Anam, 2024). Sanksi yuridis muncul dari pelanggaran 

terhadap UU PTUN, dan meskipun tidak secara otomatis memunculkan 

tindakan pidana atau perdata, pengabaian terhadap putusan PTUN dapat 

dicatat dalam catatan evaluasi institusi (Lius, 2024). Sanksi 

maladministrasi dapat dikenakan oleh Ombudsman RI yang menilai sikap 

pasif KPU sebagai bentuk pengabaian hukum dan pelayanan publik yang 

buruk. Dalam ini, Ombudsman memiliki wewenang untuk mengeluarkan 

rekomendasi korektif yang bersifat mengikat secara moral dan 

administratif, terutama jika ditemukan unsur ketidakpatutan dan 

pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Terakhir, 

sanksi sosial-politik mencakup hilangnya legitimasi publik dan 

kepercayaan rakyat terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara 

demokrasi. Dalam jangka panjang, hilangnya legitimasi ini bisa 

berdampak besar terhadap keabsahan hasil pemilu dan stabilitas politik 

nasional (Pasulu, 2024). 

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, tindakan KPU tersebut 

jelas mencederai prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam negara hukum, semua lembaga negara, 

termasuk yang bersifat independen seperti KPU, wajib tunduk kepada 

hukum. KPU tidak memiliki diskresi untuk menafsirkan atau menolak 

pelaksanaan putusan pengadilan. Penolakan tersebut bahkan bertentangan 

dengan Pasal 24C UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kekuasaan 

kehakiman bebas dari campur tangan dan semua putusannya harus 

dihormati. Namun sayangnya, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit 
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mengatur sanksi bagi lembaga negara yang bersifat kolektif dan 

independen, sehingga pelanggaran ini sulit ditindak secara langsung. Oleh 

karena itu, pembaruan hukum menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk 

memberikan landasan yang tegas bagi eksekusi hukum terhadap institusi 

seperti KPU (Yuanitasari et al., 2025). 

Sementara dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, ketidakpatuhan 

KPU terhadap putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai bentuk 

dzalim birokratis. Dalam kerangka pemikiran politik Islam, pelaksanaan 

kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (al-„adl) dan 

amanah (al-amanah). Prinsip al-„adl mengandung makna menempatkan 

sesuatu pada tempatnya secara proporsional, sementara al-amanah 

menuntut agar kekuasaan yang diberikan kepada seseorang dijalankan 

dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. KPU sebagai 

pemegang amanah publik memiliki tanggung jawab moral dan spiritual 

untuk menegakkan keadilan melalui ketaatan pada hukum. Ketika sebuah 

lembaga negara mengabaikan keputusan hukum yang sah, maka lembaga 

tersebut telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan 

oleh rakyat dan negara (Jahar, 2014). Bahkan, dalam sejarah pemerintahan 

Islam klasik, para khalifah dan amirul mukminin senantiasa diingatkan 

untuk berlaku adil dan tunduk pada hukum syariah yang berlaku. Dalam 

Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas 

kekuasaannya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad 

SAW: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari). Oleh karena 

itu, dalam kerangka siyasah Islamiyah, sanksi terhadap tindakan semacam 

ini tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga berdimensi moral dan 

keagamaan. Bahkan dalam literatur fiqh siyasah, pengabaian terhadap 

prinsip keadilan oleh penguasa atau aparat negara dapat menjustifikasi 

lahirnya koreksi sosial (hisbah) oleh masyarakat, serta intervensi ulama 

sebagai penjaga moralitas publik. Konsekuensinya tidak hanya dirasakan 

di dunia dalam bentuk ketidakpercayaan dan hilangnya legitimasi, tetapi 
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juga dalam kehidupan akhirat sebagai bentuk pertanggungjawaban 

spiritual atas amanah yang disia-siakan. 

Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum positif di Indonesia belum 

menyediakan mekanisme yang efektif untuk memberikan sanksi kepada 

lembaga negara seperti KPU ketika melakukan pembangkangan hukum. 

Meskipun tersedia berbagai dasar hukum dari aspek administratif, etik, 

hingga konstitusional, semuanya bersifat fragmentatif dan lemah dalam 

eksekusi. Ke depan, diperlukan langkah reformasi hukum yang tidak 

hanya memperkuat aturan sanksi, tetapi juga memperjelas siapa yang 

memiliki kewenangan untuk menegakkannya. Tanpa langkah tersebut, 

supremasi hukum akan terus terancam oleh kekuasaan administratif yang 

tidak tunduk kepada keputusan pengadilan, dan proses demokrasi akan 

semakin menjauh dari nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum (Zefri, 

2024). 

 



83 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Alasan Keberatan KPU dalam Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dari hasil kajian penulis, dapat diketahui 

bahwa alasan yang menjadi latar belakang keengganan KPU, baik yang 

bersifat normatif, kelembagaan, maupun politis. Pertama, dari segi 

kelembagaan, KPU tampak ragu atau enggan melaksanakan putusan 

tersebut karena kekhawatiran terhadap kemungkinan tumpang tindih 

dengan kewenangan institusi lain seperti Mahkamah Konstitusi atau 

Bawaslu, yang menyebabkan kebingungan dalam penafsiran kewajiban 

hukum. Kedua, terdapat kecenderungan KPU untuk menempatkan dirinya 

sebagai lembaga yang otonom dan bebas dari intervensi, termasuk dari 

putusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan tafsir internal 

mereka mengenai peraturan pemilu. Ketiga, sikap ini juga didorong oleh 

lemahnya sistem eksekusi putusan PTUN yang masih bersifat deklaratif, 

sehingga membuka celah bagi lembaga seperti KPU untuk tidak segera 

menjalankan putusan dengan dalih prosedural atau administratif. 

Selain itu, keberatan tersebut juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk 

pengabaian terhadap prinsip dasar negara hukum, di mana semua tindakan 

pejabat publik harus tunduk pada hukum, termasuk putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketika lembaga sekelas KPU 

mengabaikan putusan tersebut, maka bukan hanya terjadi pelanggaran 

hukum administrasi negara, tetapi juga muncul pelanggaran etik, moral 

kelembagaan, dan sanksi sosial-politik yang memperlemah kepercayaan 

publik terhadap independensi dan integritas penyelenggara pemilu. 

2. Sanksi terhadap KPU yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Dalam perkara Irman Gusman, 

ketidakpatuhan KPU terhadap Putusan PTUN Nomor 

600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT telah menimbulkan implikasi serius dalam 

ranah hukum, etika, dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan berbagai 
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ketentuan hukum yang berlaku, KPU sebagai lembaga penyelenggara 

pemilu dapat dikenai beragam sanksi atas pengabaian kewajiban 

hukumnya, mulai dari sanksi administratif sesuai Pasal 80 dan 81 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sanksi 

etik oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilu, hingga sanksi yuridis berdasarkan Pasal 116 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. Selain itu, tindakan pasif KPU juga dapat dikenai evaluasi oleh 

Ombudsman Republik Indonesia karena mengandung unsur 

maladministrasi berupa pengabaian hukum dan penyalahgunaan 

kewenangan. Dari sisi sosial-politik dan moral, KPU telah kehilangan 

sebagian legitimasi sebagai pelaksana demokrasi karena tidak 

menghormati prinsip supremasi hukum. Oleh sebab itu, seluruh bentuk 

sanksi yang tersedia seharusnya diproses secara proporsional sebagai 

wujud penegakan hukum, perlindungan hak politik warga negara, serta 

peringatan bagi lembaga publik agar tidak lagi mengabaikan putusan 

pengadilan yang sah dan mengikat. 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah beberapa saran 

yang dapat diberikan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam upaya 

perbaikan sistem pemilu di Indonesia: 

1. Reformasi Pemilu dan PTUN: Pemerintah dan DPR perlu melakukan 

revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang PTUN, 

khususnya dalam aspek penegakan hukum. Perlu dimasukkan 

ketentuan yang secara tegas mengatur sanksi administratif, etik, 

bahkan pidana terhadap Komisi Pemilihan Umum atau pejabat publik 

yang tidak melaksanakan putusan peradilan yang bersifat final dan 

mengikat. 

2. Penguatan Mekanisme Eksekusi Putusan PTUN: Mahkamah 

Agung perlu mengembangkan sistem eksekusi yang lebih kuat dan 
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terstruktur dalam perkara Tata Usaha Negara, termasuk mekanisme 

permintaan pertanggungjawaban terhadap lembaga kolektif seperti 

KPU. Dibutuhkan pendekatan baru agar putusan tidak hanya bersifat 

deklaratif, tetapi memiliki daya paksa yang dapat dilaksanakan secara 

efektif. 

3. Aktualisasi Peran DKPP dan Ombudsman: DKPP perlu 

memperluas pemaknaan pelanggaran etik dengan mencakup 

ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Begitu pula, Ombudsman 

RI harus secara aktif menyelidiki dan memberikan rekomendasi sanksi 

terhadap tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemilu, 

agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu tetap terjaga. 

4. Penguatan Pendidikan Hukum dan Etika bagi Penyelenggara 

Pemilu: Seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat 

maupun daerah, harus mendapatkan pendidikan dan pembinaan 

tentang supremasi hukum, profesionalisme, dan etika birokrasi. Hal ini 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. 

5. Integrasi Nilai Siyasah Dusturiyah dalam Etika Penyelenggaraan 

Pemilu: Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

keagamaan, Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, 

amanah, dan musyawarah dalam penyelenggaraan pemilu. 

Ketidaktaatan terhadap hukum merupakan bentuk kezaliman 

kekuasaan, yang dalam Islam sangat dikecam. Oleh karena itu, 

penguatan spiritualitas moral bagi pejabat publik penting sebagai basis 

nilai dalam menjalankan amanah kekuasaan. 

6. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai 

konflik yurisdiksi antara PTUN dan Mahkamah Konstitusi (MK), 

khususnya dalam hal pengaruh putusan MK terhadap kewenangan 

PTUN dalam menyelesaikan sengketa kepemiluan. Penelitian ini akan 

sangat bermanfaat dalam memperjelas hierarki dan efektivitas 

pelaksanaan putusan pengadilan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia.
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